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MOTTO

Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta
tetapi kekayaan adalah kayanya jiwa
( Terjemahan Hadits Riwayat Ahmad)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah
kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

kamu mendapat keberuntungan”
(Terjemahan Q.S Ali Imran ayat 130)
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RINGKASAN

Knsis moneter yang tegjadi pada tahun 1997 telah memporak-porandakan
perekonomian di Indonesia, dan menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung
tikar. Dengan adanya hal tersebut beberapa pengusaha meminjam sejumlah dana
dan lembaga keuangan (bank) agar usahanya tetap berlanjut. Para pengusaha ini
memang mendapatkan sejumlah dana untuk melanjutkan usahanya, akan tetapi
disisi lain mereka juga dibebani dengan sejumlah bunga vang mencekik leher.
Untuk mengtas1 hal tersebut berdirilah lembaga keuangan yang menerapkan
prinsip syariah, salah satunya adalah Bairud Maal Wat Tamwi (BMT),

Di Kabupaten Trenggalek telah berdiri 6 BMT, salah satunya adalah BMT
“Berkah” Trenggalek, dimana dalam pelaksanaan pembiayaannya menggunakan
akad, yaitu Mudharabah, Musyarakah, dan Bai' Bithaman Ajil. Pemberian
pembiayaan pada BMT “Berkah” Trenggalek pelaksanaannya bukan tanpa
masalah, yaitu adanya beberapa kendala sehingga membutuhkan upaya lebih
lanjut untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik
untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Yuridis
Pelaksanaan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) “Berkah” Di
Trenggalek™.

Permasalahan yang dibabas dalam skripsi ini vaitu mengenai pelaksanaan
pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah™ Trenggalek, kendala-kendala yang
dihadapt dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah”
Trenggalek, dan upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-kendala yang
timbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah”
Trenggalek.

Tuuan dan penulisan skripst  ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pelaksanaan pemberian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) "Berkah” Trenggalek, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah” Trengpalek, dan
untuk mengetahwi upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-kendala yang
umbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah”
Trenggalek.

Metode penelitian dalam skripsi menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif. Sedangkan pendckatan masalah dalam skripsi ini menggunakan
pendekatan undang-undang atau statute approach dan conceptual approach.
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang
meliputi peraturan  perundang-undangan yang terdiri  dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992  tentang Perkoperasian, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, Keputusan Menteri Nepara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/KepM. KUKM/ITX/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor : 10/Per/M. KUKM/V1/2006 tentang Petunjuk Teknis Program
Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Landasan Syariah vaitu Al Quran dan Hadits.
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Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks atau literatur,
Adapun bahan non hukum yang digunakan adalah wawancara dan media
elektronik seperti internet. Analisis bahan hukum vang digunakan adalah dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana nantinya akan diperoleh suatu
gambaran dari permasalahan vang akan dibahas sehingga dapat ditanik
kesimpulan dengan cara deduktif.

Berdasarkan pembahasan maka menghasilkan kesimpulan bahwa BMT
“Berkah™ Trenggalek dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan adalah lebih
praktis dan mudah, kendala yang timbul pada pelaksanaan pemberian pembiayaan
pada BMT “Berkah” Trenggalek antara lain karena kesulitan untuk menerapkan
prinsip syariah Islam, tidak adanya pembukuan atau laporan tentang pemasukan
atau pengeluaran dalam aktivitas ekonomi, dan dana pinjaman (a/ gardh) yang
tidak digunakan sebagaimana mestinya (untuk kebutuhan konsumti f) dan upaya
untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, antara lain mensosialisasikan
lembaga keuangan syariah kepada masyarakat luas, pembinaan kepada mudhorib
yang kurang profesional, pengarahan atau pembinaan kepada mudhorib untuk
menggunakan al gardh secara benar dan tepat,

Saran dari penulisan skripsi ini seyogyanya ada pemisahan antara bagian
administrasi pembiayaan, teller, dan customer service. Sosialisasi lentang BMT
hendaknya dilakukan melalui media elektronik (seperti Radio atau Televisi) dan
media cetak. Dan pembinaan atau pengarahan bagi profesionalisme anggota
hendaknya dilakukan secara periodik dan continue sebagal salah satu bentuk
pembinaan dan pengawasan BMT kepada anggota.

w10
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SIL UPT PERPUSTAKAG

UNIVERSITAS JEMBER

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbesar mencapai 90%
dan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan perekonomian
Indonesia yang banyak dikuasai oleh komunitas muslim dan hanya sedikit saja
dari sektor perckonomian yang dipegang oleh pelaku usaha yang non muslim.
Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memporak-porandakan
perckonomian di Indonesia, dan menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung
tikar.

Dengan adanya hal tersebut beberapa pengusaha meminjam sejumlah dana
dar1 lembaga keuangan (bank) agar usahanya tetap berlanjut. Para pengusaha ini
memang mendapatkan sejumlah dana untuk melanjutkan usahanya, akan tetapi
disisi lain mereka juga dibebani dengan sejumlah bunga yang mencekik leher. Hal
demikian fentu saja memberatkan pelaku usaha, terutama pengusaha dengan
hingkup usaha yang relatif belum berkembang.

Pertumbuhan atau pengembangan Bank Syariah diawal tahun 90-an, ketika
itu dimulai oleh sejumlah Bank Perkreditan Rakyal Syariah (BPR Svariah) di
Jawa Barat dan Bank Muamalat Indonesia di Jakarta, meski didukung oleh banyak
kalangan. Namun dipastikan tidak dapat serta-merta menyentuh ummat yang
Justru sebagian besar berada dilapisan bawah, karena sifat perbankan yang pada
umumnya tidak membuka akses pendanaan bagi mereka yang secara tradisional
digolongkan scbagai “wnbankabic” (Baitul Muamalat FEmpowering a Caring
Society [.embaga Pemberdayaan dan Amil Nasional, hal |-1 )

Berdinnya Bank Syariah dan beberapa lembaga kevangan non bank yang
keduanya merupakan satu kesatuan sistem keuangan Islam, pada prinsipnva dalam
sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan Islam yang diperlukan
memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan peran tersebut terletak pada prinsip
dan mekanisme operasionalnya. Penghapusan  sistem bunga, baik dalam
mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung dan pasar uang antar bank,
praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk dterapkan secara

mtegral. Oleh  karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang
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belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibeniuk beberapa
institusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariatl [slam
(Heri Sudarsono, 2003 : 8), salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil {BMT)
dimana lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat golongan bawah
yang tidak terjangkau oleh bank syariah atau BPR Syariah.

Suatu BMT harus tetap memenuhi kriteria layaknya sebuah bank syariah
besar dengan beribu-ribu nasabahnya. Salah satu alasan vang sederhana adalah
sebuah lembaga yang mengelola uang masvarakat, tentunya harus kredibel, dapat
dipercaya oleh masyarakat. Siapapun pasti ingin dirinya diyakinkan bahwa uang
yang dia simpan di suatu BMT aman dari risiko apapun dan sctiap saat dapat
mengambil uangnya kembali (http://trimudilah. wordpress.com/2006/12/05/bmt),

BMT dalam perkembangannya tumbuh sedemikian pesat, sampai tahun
2006 jumiah BMT diseluruh Indonesia mencapai 3000 unit (Marwah Daud
[brahim dalam http://icmi.or.id/ind/content/view/358/61/). Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BMT
dapat berbentuk koperasi, akan tetapi bila dirasakan belum mampu menjadi
koperasi dapat berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menganut
sistem bagi hasil.

Sistem ini merupakan tradisi dari masyarakat Indonesia, schingga dengan
demikian BMT yang didirikan akan sesuai dengan kehendak dan budaya mereka.
Kegiatan bisnis BMT bertuyjuan membantu pengusaha kecil bawah dengan
memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka
mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini usaha anggota berkembang
dan BMT memperoleh pendapatan, sehingga kegiatan BMT berkesinambungan
secara mandiri (http://www tazkiaonline.com/artikel. php3?sid=42). Beberapa
kegiatan yang dikembangkan BMT, adalah

a. Menggalang dan menghimpun dana yang diperpunakan untuk membiayai
usaha-vsaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan
pokok khusus para pendiri. Selanjutnya BMT mengembangkan modalnya
dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota,

b. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian
kelayakan vang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang
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4aa

bersangkutan. Sebagai imbalan atas ini, BMT akan mendapat bagi hasil
(nisbah) sesuai aturan vang ada.

Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehinppa kegiatan
BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk mencari
keuntungan dan menunjang usaha anggotanya. Misalnya distribusi dan
pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lainnya.
Penerapan sistem bagi hasil dalam BMT dapat dijadikan sebapai alternatif

pengganti dari penerapan sistem bunga yang dapat menimbuikan dampak negatif.

Dampak negatif dari penerapan sistem bunga antara lain :

d.

b,

Pembebanan pada nasabah berlebih lebihan dengan beban bunga berbunga
(compound interest) bagi nasabah (mugtaridh) vang tidak mampu
membayar pada saat jatuh temponya.

Timbul pemerasan atau eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elit, para bankir
dan pemilik modal.

Kurangnya peluang bagi kekuatan ckonomi lemah atau bawah untuk
mengembangkan potens) usahanya (Warkum Sumitro, 1996 : 50),

Larangan terhadap penerapan sistem bunga atau riba ini diperkuat dengan

ketentuan vang terdapat pada Al-Quran dan Hadits, yaitu

a) Al-Quran, surat Ali Imran ayat 130 yang terjemahannya sebagai berikut -

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

mendapat keberuntungan™.

b} Hadits, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah

“Telah berkata Rasullullah, Allah melaknat orang yang memakan riba.
yang mewakili berbuat riba, dan saksinya, dan penulisnya”.
Di Kabupaten Trenggalek ada 6 BMT yang telah berdiri, salah satunya

adalah Koperasi Syariah BMT "Berkah” Trenggalek vang beralamat di jalan Dewi

Sartika Nomor 49 Trenggalek. Dalam kurun waktu 10 tahun jumlah anggota dan

modal BMT mengalami penambahan yang cukup significant, yaitu dari 38

anggota menjadi 115 anggota, sedangkan modalnya dari Rp 28.005.000,00
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menjadi Rp 1.000.250.000,00. BMT ini telah berbadan hukum dengan Nomor
07/BH/KDK.13-20/1.1/X1I/1998 tanggal 2 Desember 1998 dengan SK Nomor
07/BH/KDK._13-20/1.1/X11/1998  tanpgal 2 Desember 1998  Dalam
pelaksanaannya bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah BMT
“"Berkah™ Trenggalek meliputi :

a. Simpanan atau tabungan anggota dengan prinsip bagi hasil yang meliputi
simpanan Mudharabah, Mudharabah berjangka, pendidikan, idul fitri, idul
kurban, agigah, dan walimah.

b. Pembiayaan untuk kegiatan ckonomi yang meliputi pembiayaan
Mudharabah, Musyarakah, dan Bai® Bithaman Ajil (BBA).

¢. Titipan dan pengelolaan pemanfaatan zakat, infak dan shodagoh
berdasarkan ketentuan syaniah.

Pelaksanaan pembiayaan pada BMT “Berkah™ Trenggalek (Mudharabah,
Musyarakah dan Bar' Bithaman Ajil) menggunakan jenis jaminan (agunan) seperti
BPKB dan sertifikat (misal : sertifikat tanah). Agunan schagaimana dimaksud
diatas berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 angka 23
adalah -

“Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah”.

Pengertian dari pembiavaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha
dimana pithak pertama sebagai shohibul maal menyediakan seluruh modal
sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola atau mudhorid (Muhammad
Ridwan, 2006 : 46), pembiayaan Musvarakah adalah akad kerja sama antara BMT
dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak
menyertakan modal atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan
kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan keduanva (Muhammad
Ridwan, 2006 : 43). Sedangkan Pembiayaan Bai' Bithaman Ajif adalah hubungan
akad jual-beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau
angsuran (Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil, Topik Produk BMT : Pembiayaan dan Simpanan, hal 6). Akad yang
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dimaksud pada pembiayaan menurut Mustafa az-Zarka adalah ikatan secara
hukum yang dilakukan oleh 2 pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri.
Adapun ilustrasi dari pembiayaan yang dilaksanakan pada BMT “Berkah”
Trenggalek vaitu :

a. Pada pembiayaan Bai ' Bithaman Ajil, contohnya -

Amir bermaksud memiliki gerobak dorong untuk berjualan tahy campur
Sumedang, dia telah melihat ada gerobak dorong yang dijual scharga Rp
200.000,00. Amir selanjutnya mengajukan kepada BMT untuk maksud tersebut.
Setelah disepakati bahwa harga gerobak dorong nantinya dihargakan kepada Amir
sejumlah Rp 230.000,00 dengan pembayaran tangguh atau diangsur selama 10
minggu, maka BMT membeli gerobak dorong tersebut atas nama Amir. Pada saat
itu juga gerobak dorong tersebut diserahkan kepada Amir untuk dikelola
b. Pada pembiayaan Mudharabah, contohnya

Pak Imron melihat adanya peluang usaha menjual ikan basah segar di
lingkungan perumnas Trenggalek. Ia bermaksud membeli ikan tangkapan nelayan
di pesisir pantai dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan pembeli di
lingkungan perumnas dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya Pak Imron
mengajukan pembiayaan ke BMT sebanyak Rp 600.000,00 dengan perjanjian bagi
hasil 70:30 dihitung setiap minggu, yaitu Pak Imron memperoleh bagian
keuntungan 70% dan BMT 30% dengan masa pengembalian pinjaman 6 minggu
Setelah persetujuan kedua belah pihak ditandatangani, maka Pak Imron diberikan
pembiayaan sejumlah Rp 600.000,00.

Pada minggu pertama, Pak Imron memperoleh keuntungan bersih
sebanyak Rp 150.000.000. selanjutnya Pak Imron mencatat pada buku catatan
khusus dan melaporkannya pada BMT. Dari keuntungan bersih Rp 150.000,00 itu,
Pak Imron memperoleh bagian keuntungan Rp 105.000,00 (70%) dan BMT
memperoleh keuntungan Rp 45.000,00 (30%). Setiap minggu Pak Imron
menyetor uangnya pada BMT melalui simpanan Mudharabah, Pada minggu
berikutnya berturut-turut Pak Imron memperoleh keuntungan bersih Rp
200.000,00, Rp 150.000,00, Rp 160.000,00, Rp 180.000,00 dan Rp 200.000,00.
BMT dan Pak Imron melakukan bagi hasil berturut-turut setiap minggunya

scbagaimana minggu yang pertama.
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Tepat pada saat jatuh tempo Pak Imron mengembalikan modal pembiayaan
beserta keuntungan BMT minggu ke-6 scbesar Rp 660.000,00. Dengan demikian
total bagian keuntunpan BMT sebesar Rp 312.000,00 (30%) dan Pak Imron
sebesar Rp 728.000,00 (70%). Pada periode 6 minggu berikutnva, Pak Imron
meneruskan pinjamannya dengan pola yang sama.

¢. Pada pembiayaan Musyarakah, contohnya

Bejo seorang pedagang minyak tanah, ia mengajukan pembiayaan ke
BMT. BMT memutuskan bersyarikat dengan Bejo dalam bentuk pemberian
pembiayaan Musyarakah. Pihak pertama (Bejo) menyediakan fasilitas tempat
usaha (kios) dan gerobak dorong untuk mengantar minyak kepelanggan yang
kalau divangkan sejumlah Rp 300.000,00. Sedangkan pihak kedua (BMT)
menyediakan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 untuk modal pengadaan barang
dagangan berupa minyak tanah, dengan perjanjian bagi hasil 50:50 dan waktu
bersyarikat selama 1 tahun.

Pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah” Trenggalek pelaksanaannya
bukan tanpa masalah, yaitu adanya beberapa kendala sehingga membutuhkan
upaya lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Berdasarkan uraian latar belakang di
atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan
judul "KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PADA
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) "BERKAH” DI TRENGGALEK".

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut -
1. Bapaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah”
Trenggalek?

teud

Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian
pembiayaan pada BMT “Berkah™ Trenggalek?

3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-kendala vang
timbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BM1 “Berkah™
Trenggalek?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari

2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1.

untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan
vang telah ditentukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1)
pada Fakultas Hukum Umiversitas Jember.

sebagal salah satu sarana untuk menerapkan dan mengembangkan
ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah dengan praktek yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat.

untuk membernkan sumbangan pemikiran yang berguna bagi
kalangan umum, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Jember,

1.3.2 Tujuan Khusus

e

tad

untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian
pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) “Berkah”
Trenggalek.

untuk  mengetahui  kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah™
Trenggalek

untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam memecahkan kendala-
kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan
pada BMT “Berkah™ Trenggalek.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi sebagai karya tulis ilmiah, dalam penelitiannya harus

menggunakan metode-metode tertentu. Hal ini bertujuan agar penulisan skripsi

dapat mendekati suatu kebenaran vang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Sehingga dengan menggunakan metodologi tersebut akan diketahui uraian

dan sistematika penulisan skripsi dan nantinya dapat diambil suatu kesimpulan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

yang menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun metode penelitian

yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif yang kemudian didukung dengan data empiris,
schingga permasalahan yang akan dibahas dapat dihubungkan dengan kenyataan
yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2006 ; 27).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah starure approach atau
pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi-regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Sclain pendekatan undang-undang penulis juga
menggunakan pendekatan conceptual approach yang dilakukan manakala peneliti
tidak beramjak dan aturan hukum yang ada. Dengan pendekatan ini dapat
diperoleh suatu konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak

bersifat umiversal (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93:137).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum adalah subjek darimana bahan hukum diperoleh
vang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan

skripsi ini dipakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
yang artinya mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Bahan
hukum  yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini  adalah peraturan
perundang-undangan yang terdini  dari Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 1992  tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
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Perbankan, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 91/KepM. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Svariah, Peraturan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor -
10/Per'M. KUKM/VL2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan
Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi dan Landasan Syariah yaitu Al Quran dan Hadits.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
vang bukan merupakan dokumen-dokumen rtesmi. Publikasi lentang hukum
meliputi  buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 -
141). Dalam skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku
teks atau hteratur. Untuk mendukung sumber penelitian, digunakan sumber bahan

non hukum seperti wawancara dan sumber dari bahan elektronik, yaitu internel,

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif, dimana nantinya akan diperoleh suatu gambaran dari
permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan
metode deduktif, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju
pembahasan yang bersifat khusus (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35:42),
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BAB 2. TINJAUAN PU

AT oy

UNIV
2.1 Baitul Maal Wat Tamwil (RMT) ERSTTAS IeMBER

2.1.1 Pengertian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari 2 istilah yaitu baitul maaf dan
bartul tamwil. Secara harfiah atau lughowi barti] maal berarti rumah dana dan
bairul tamwi{ berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna
yang berbeda dan dampak yang berbeda pula (Muhammmad Ridwan, 2006 : 1),
Dalam hal ini baiful maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infag dan sodhagoh. Sedangkan bastul
tamwil sebagai usaba pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha
tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Baitul Maal Wat Tamwil
sebagal lembaga pendukung kegiatan ckonomi masyarakat kecil dengan
berlandaskan syariah (M. Sholahuddin, 2006 : 75).

Dalam kelembagaannya BMT didampingi atau didukung oleh Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK yang kedudukannya sebagai
lembaga primer, mempunyai misi yang luas, yakni menetaskan BMT. Nantinya
BMT akan menetaskan usaha-usaha kecil yang dapat mengakomodir kepentingan
ekonomi masyarakat. Jadi BMT adalah kelompok swadaya masvarakat sebapal
lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha
produktif dar investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas
ekonomi  pengusaha kecil bawah dalam upaya pengentasan kemiskinan
( hitp://tazkiaonline.com/artikel. php3sid—=242).

2.1.2 Tujuan dan Sifat
BMT didinkan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, vaitu
untuk kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masvarakat pada umumnya.
Menurut M. Sholahuddin (2006 : 75-76) menyebutkan bahwa tujuan didirikannya
BMT adalah :
I. kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan
ckonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi

ummat masih jauh dari harapan.

10}
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belum banyak perbankan syanah yang bisa menyentuh sektor mikro.

adanya sebagian masyarakat yang meragukan “kehalalan™ bunga bank.

Lt T

meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha kecil
dan menengah melalui sistem syariah.
5. mendorong kchidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro,

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) khususnya di Indonesia.

6. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariat
dalam kehidupan kesehariannya termasuk berbisnis,

Untuk mewujudkan tujuan vyang hendak dicapai tersebut BMT
mengupayakan kemandinian dar para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan
usahanya vang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan. Untuk
mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pembiayaan, BMT
melakukan pendekatan dengan pola kelompok usaha muamalah (Pokusma)
dengan cara mengelompokkan anggotanya berdasarkan jenis usaha yang dikelola
atau berdasarkan tempat tinggal, schingga akan lebih mudah melakukan
pembinaan.

Adapun sifat usaha dari BMT adalah mandiri yang ditumbuhkembangkan
secara swadaya dan dikelola secara profesional, Dan sifat usaha tersebut BMT
berorientasi pada 2 hal yaitu pada aspek bisnis dan sosial. Pada sifat usaha yang
berorientast pada bisnis (core bismis), pengelolaan BMT dijalankan secara
profesional dan efisicn schingga BMT mampu memberikan bagi hasil (nishah)
kepada sholubul maal dan mampu meningkatkan kesejahteraan pengelolanya
(mudharib).

Pada sifat usaha yang berorientasi sosial, BMT mengupayakan
peningkatan kehidupan anggota yang tidak dapat dicapai melalui prinsip bisnis,
Hal ym dapat dilakukan, misalnya melalui dana :zakat, infag dan shodagoh.
Apabila dimiai mampu maka pengembangan harus dilakukan dengan dana bisnis
atau komersial untuk mempercepat perkembangan lembaga tersebut dan penerima

manfaatnya juga semakin banyak (Muhammad Ridwan, 2006 : 6).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.1.3 Asas dan Landasan

Kedudukan BMT sebagai sebuah organisasi adalah sah dan legal karena

berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan pada prinsip
syariah, (Muhammad Ridwan, 2006 : 6)yaitu :

a. Keimanan, menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan

berkembang.

Keterpaduan, mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapi sukses di
dunia dan akhirat, juga keterpaduan antara sisi maa/ dan ramwif (sosial dan
bisms), juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah,
Kekelurgaan dan kebersamaan, berarti upaya untuk mencapai kesuksesan
terscbut dirath secara bersama, baik antara pengurus dan pengelola
maupun dengan anggota.

Kemandinan, berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung
pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dari
meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, sehingga pola

pengelolaannya juga harus profesional.

2.1.4 Fungsi dan Peranan

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk

keuangan syariah, dimana dalam operasionalnya bertujuan untuk menjangkau

usaha masyarakat kecil dan menengah mempunyai fungsi dan peranan yang

penting didalamnya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Muhammad Ridwan
{2006 : 8-9), pada dasarnya BMT berfungsi

1

mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong  dan
mengembangkan potensi serta kemampuan potensi eckonomi anggota,
kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota dan Pokusma
menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh
dalam menghadapi persaingan global.

menggalang  dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka

menmingkatkan kesejahteraan anggota.
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4, menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara aghniva
sebagai shohibul maal dengan du'afu sebagai mudharib, terutama untuk
dana-dana sosial seperti zakat, infag, shodagoh, wakaf, hibah.

5. menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana
(shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan
pengguna dana (mucharib) untuk pengembangan usaha produktif.

2.1.5 Ciri-ciri
A. Ciri Utama
Sebagai lembaga pendukung kegiatan ckonomi masyarakat kecil bawah
berlandaskan sistem syanah, BMT mempunyai ciri-ciri (Cara Pembentukan BMT
Balai Usaha Mandin Terpadu Baitul Maal Wat Tamwil : 1) sebagai berikut
|. berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan

ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

-3

bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan

penggunaan zakaf, infag dan shodaqah bagi kesejahteraan orang banyak,

3. ditumbuhkan dari  bawah berlandaskan peran serta masyarakat
disekitamya.

4. milik bersama masyarakat kecil bawah dan lingkungan BMT itu sendiri,

bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

B. Ciri Khusus

BMT adalah lembaga milik dan berada di bawah kendali masyarakat
setempat sehingga keuntungan yang diperolehnya juga akan menjadi milik dan
hak masyarakat setempat itu. Disamping itu maju mundurnya BMT ini akan
sangat cditentukan olah masyarakat itu sendin. BMT memiliki ciri-ciri khas atau
khusus, antara lain :

I staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif,
tidak menunggu tetapi menjemput  pelanggan/anggota/nasabah
(mugtarich), baik pihak-pihak untuk mendapatkan dana simpanan maupun
nasabah pembiayaan usaha. Istilah populernya adalah “menjemput bola”,

tidak menunggu.
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2. kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang
terbatas, karena sebagian besar stal harus bergerak di lapangan untuk
mendapatkan simpanan, dan memonitor serta mensupervisi usaha
mugtaridh  baik  mugtaridh calon penyimpan maupun mugtaridh
pembiayaan. Namun, pembicaraan mengenai bisnis dan transaksi BMT
dapat dilakukan diluar jam kantor.

3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan
tempatnya (biasanya di madrasah, masjid, atau mushalla) ditentukan sesuai
dengan kegiatan muqtaridh dan anggota BMT. Setelah pengajian ilmu-
ilmu agama biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis mugtaridh
BMT.

4. manajemen BMT adalah profesional dan islami :

a) administrasi kevangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi
keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi
syariah.

b} setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan
dari isi laporan tersebut.

¢) setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret
tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah
Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan
tertinggi.

d) aktif “menjemput bola”, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan
masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan
kemenangan kepada semua pihak (win-win sofution).

e) berfikir, bersikap, dan bertindak “chsanu ‘amala” atau excellence
service.

f) beronentasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk
memadi penting, namun pendinan dan pengembangan BMT harus
senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, tingkat
persaingan serta lingkungan bisnisnya (Muhammad Ridwan, 2006 -
10-11).
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2.2 Pembiayaan
2.2.1 Pengertian

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada
anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola
BMT dimana dana tersebut berasal dan anggota pula. Pembiayaan disini
merupakan aktivitas yang sangat penting karena pembiayaan merupakan sumber
pendapatan utama sekaligus sebagai penunjang kelangsungan usaha BMT.
Apabila dalam pengelolaan pembiayaan tersebut baik maka kegiatan usaha yang
dilakukan BMT akan berjalan dengan baik pula, akan tetapi apabila
pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian
hari dan bahkan kegiatan usaha yang dijalankan akan berhenti. Pada intinya
pembiayaan merupakan aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada
nasabah pengguna dana (mudharib), memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan
menentukan mugtaridh mana yang akan dibayai agar diperoleh jenis usaha yang
produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh mugiaridh yang jujur dan
bertanggungjawab (Modul Pelatihan Pengelola Unit Simpan Pinjam BMT dan
Grosir BMT, hal 85).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12
disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan perselujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pithak lain yang mewajibkan pihak vang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bag hasil™

Dari pengertian diatas kita dapat menarik beberapa unsur-unsur, antara lain

a. Kepercayaan, yaitu mempercayai sejumlah uang untuk dikelola peminjam.

b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pinjaman.

¢. Resiko, yaitu akibat yang dapat ditimbulkan karena adanya jangka waktu
antara pemberian pinjaman dan pelunasannya.

d. Penyerahan, yaitu nilai ekonomi uang yang dikembalikan pada saat
pelunasan milainya sama dengan nilai ekonomi uang saat pemberian

pinjaman (Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi Prosedur
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Lembaga Keuangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia 2005, Bagian Pembiayaan, hal : 1-2),

2.2.2 Manfaat
A. Bagi Anggota BMT

BMT sebagai suatu lembaga berdasarkan prinsip svariah memberikan

pembiayaan bagi anggota BMT yang membutuhkan sejumlah dana. Dengan

adanya BMT ini telah membawa banyak kemudahan (manfaat) bagi anggota.
Dalam Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil, BAB Pola BMT dan Manfaat BMT (hal 6) disebutkan manfaat BMT bagi

anggotanya, antara lain

1.

Lad

meningkatkan kesejahteraan hidup atau perekonomian rumah tangga
anggota.

mendidik anggota untuk hidup hemat, tidak konsumtif, ekonomis dan
berpandangan kedepan melalui sikap dan kebiasaan menyimparn.

anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha,

anggota diarahkan (bimbingan manajemen) untuk mengembangkan usaha
yang produktif dan menguntungkan.

adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota
berpikir kalkulatif dan musyawarah.

anggota akan terbiasa memegang amanah, bersikap jujur dan
mengembangkan tanggungjawab atas pembiayaan yang diterima. Dalam
hal ini anggota memperoleh pengajian pendalaman Dienul Islam secara
rutin.

meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya dari BPRS ketika akan

mengajukan pembiayaan).

Dart manfaat-manfaat secara umum seperti di atas, ada manfaat vang dapat

diperoleh oleh anggota BMT dari pembiayaan yang diberikan, yaitu

.

Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayal usaha
produktif.
Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha besar.

Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
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d. Meningkatkan pendapatan yang diperolch sebagai akibat tambahan modal
dalam usaha produktifnya.

Pembiayaan tersebut tidak hanya membawa manfaat bagi anggota saja, akan tetapi
jJuga memberikan manfaat bagi BMT itu sendiri, antara lain -

a) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat
menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT.

b} Memungkinkan BMT untuk memiliki usaha produktif sesuai dengan
kebutuhan anggota (Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi
Prosedur Lembaga Keuvangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2005, Bagian V tentang

Pembiayaan. hal 2).

B. Bagi Lingkungan

Pada dasarnya BMT dapat didirikan di lokasi manapun. BMT dalam hal
ini dapat didirikan di dekat Masjid, pasar perkebunan atau dekat dengan instansi-
instansi kantor pemerintah atau swasta, rumah sakit, sekolah-sekolah, balai desa,
maupun lokasi pasar. Dengan demikian BMT memiliki pasar (marker share) yang
luas dan potensial. Kondisi seperti ini akan memungkinkan terbentuknya jaringan
pemasaran yang menguntungkan dan segi strategi promosi (promotion mix)
karena akan membentuk pemahaman vang sama pada masyarakat luas.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas BMT akan bermanfaat bagi
lingkungannya, baik secara fisik seperti bangunan kantor atau sekretariat BMT
harus mencerminkan keteduhan, persaudaraan dan keharmonisan dengan
lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara sosial program usaha dan kerja
pengelola BMT harus mampu membina umat, seperti mengadakan pengajian Al
Quran secara periodik dengan anggota maupun dengan masyarakat sekitar BMT.
Agar tercapai kondisi yang kondusif antara BMT dengan lingkungannya maka ada
hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

Menjalin kemitraan eksternal antar sesama BMT'

b. Membina hubungan dengan lingkungan fisik dan sosial dimana BMT
didirikan (Modul Baitul Maal Wat Tamwil Pelatihan Pusat Inkubasi Bisnis
Usaha Kecil, Topik Misi dan Visi BMT, hal 6).
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C. Bagi Perekonomian Rumah Tangga Islam

Kesulitan dana yang menghimpit pengusaha kecil untuk mengembangkan
usaha telah mendorong mereka untuk mendapatkan dana denpan instan, Hal ini
dapat ditempuh dengan meminjam dana dari rentenir dengan resiko bunga yang
tinggi. Cara ini diambil karena prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan
pinjaman sangat sederhana.

Dengan adanya BMT, maka kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dapat
teratasi. Karena dalam BMT tidak diterapkan bunga yang tinggi sebagaimana
pada rentenir. Oleh karena itu kesulitan permodalan pada pengusaha kecil yang
hampir seluruhnya umat Islam akan dapat teratasi (Modul Baitul Maal Wat
Tamwil Pelatthan Pusat Inkubasi Bisnis usaha Kecil, Topik Misi dan Visi
BMT, hal 7).

2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan
Pada Standar Operasi Manajemen dan Standar Operasi Prosedur Lembaga
Keuangan Syariah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia 2005, Topik Kebijakan Manajemen BMT Bagian V tentang
Pembiayaan (hal 2-4) disebutkan bahwa jenis-jenis pembiayaan dibedakan
menjadi :
a. Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan dalam :

I) pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan untuk memberikan modal
usaha seperti pembelian bahan baku atau barang vang akan
diperdagangkan.

2) pembiayaan investasi, vakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal
usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembeclian barang
modal berupa aktiva tetap atau inventaris.

3) pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk
pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan

perseorangan (pribadi).
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b. Berdasarkan cara pembayaran atau angsuran bagi hasil, dibedakan dalam -

C.

C.

1) pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yaitu
angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar atau diangsur tiap
periodik yang telah ditentukan, misalnya bulanan.

2) pembiayaan dengan angsuran pokok periodik dan bagi hasil akhir,
yaitu untuk pokok dibayar atau diangsur tiap periodik sedangkan bagi
hasil dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran,

3) pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil, yaitu untuk pokok
dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran,

Metode hitung angsuran, yaitu :

1) efektif, yaitu angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran
mengikuti prinsip Time Value of Money, yaitu nilai angsuran akan
berpijak pada nilai uang yang berlaku saat ini. Tipe angsuran pokok
pinjaman menurun dan bagi hasil naik.

2) flat, yaitu angsuran pokok dan bagi hasil merata untuk setiap periode.

3) sliding, yaitu angsuran pokok pinjaman tetap dan bagi hasilnya
menurun mengikuti sisa pinjaman (cufstanding ).

Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam :

1} pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun.

2} pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1
tahun.

3) pembiayaan dengan jangka waktu panjang umumnya di atas 1 tahun
sampai dengan 3 tahun.

Berdasarkan sektor usaha vang dibiayai

1) pembiayaan scktor perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong,
warung sembako, dan lain-lain).

2) pembiayaan sektor industri (contoh : konfeksi sepatu).

3} pembiayaan sektor riil (contoh : elektronik, kebutuhan pelatihan, dan
lain-lain).

4) leasing (contoh : motor, mobil, dan lain-lain).

5) pertanian dan nelayan.
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f. Pembiayaan berdasarkan syanah Islam -
1) jual-beli, seperti Murabahah, Bai' Salam, ljarah.
2) bagi hasil seperti Mudharabah, Musvarakeah.
3) qordhul hasan seperti dana produktif dan dana kebajikan.

20
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BAB 4. PENUTUP

KK UPT PEmSTARAAS

UNTVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan dan pembahasan

vang telah diuraikan di atas antara lain sebagai berikut

|

Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dalam Standar Operast Manajemen
dan Standar Operasi Prosedur Lembaga Keuangan Syariah Kementerian
Koperasi dan Usaha Keci! dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2005,
secara umum standar operasional pemberian pembiayaan pada BMT
melalui beberapa tahapan yaitu permohonan dan adminisirasi pembiayaan,
keputusan tentang penolakan atau perselujuan permohonan pembiayaan,
penvelidikan dan anahsa pembiayaan. pencairan atau realisasi pembiayaan
dan pembayaran atau pelunasan pembiayaan. Akan tetapi pada BM |
“Rerkal” Trengealek ke-5 tahap itu tidak serta merta dilakukan. Seperti
paida tahap penvelidikan dan analisa permohonan pembiayaan, hal ini tidak
rerlalu dititikberatkan  karena vang mengajukan  pembiayaan adalah
anggota BMT dan berdomisili tidak jauh dari kantor BMT. Sehingga
walaupun BMT tidak terlalu menitikberatkan penyelidikan dan analisa
terhadap anggota vang mengajukan pembiayaan (muclharih), tetapt BMT
mengetahui  secara riil  keadaan mudharid. Pelaksanaan pemberian
pembiayaan pada BMT "Berkah™ Trenggalek dapat dilakukan dengan
mengajukan permohonan pembiayaan yang nantinya lembar permohonan
pembiayaan itu harus diisi oleh mdharib yang disertai dengan lampiran
sehagaimana vang telah ditentukan oleh BMT. Adapun pelunasan
pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran bulanan. mingguan atau
jatuh tempo pengembalian berdasarkan kesepakatan ke-2 belah pihak.

Beberapa kendala vang timbul pada pelaksanaan pemberian pembiayaan
pada BMT “Berkah” Trenggalek antara lain karena kesulitan untuk
menerapkan prinsip syariah Islam, tidak adanya pembukuan atau laporan
tentang pemasukan atau pengeluaran dalam aktivitas ekonomi, dan dana
pinjaman (al gardh) vang tidak digunakan sebagaimana mestinya (untuk

kebutuhan konsumtif).
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upayva untuk mengatasi kendala-kendala vang timbul, antara lain ;

4. Mensosialisasikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat luas,
b. Pembinaan kepada mudhorib vang kurang profesional.
¢.  Pengarahan atau pembinaan kepada mudhorih untuk menggunakan af

gardh secara benar dan tepat.

4.2 Saran

b

tad

Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT “Berkah” Trenggalek,
seyogyanya ada pemisahan antara bagian administrasi pembiayaan, refler.
dan customer service sehingga dengan adanya pemisahan ity akan
diketahui dengan jelas fungsi dari masing-masing bagian.

Sosialisasi tentang BMT sebagai salah satu lembaga keuangan svarish
vang menerapkan prinsip bagi hasil (nisbah) hendaknya dilakukan melalui
media elektronik (seperti Radio atau Televisi) dan media cetak, sehingpa
kalayak atau masyarakat luas akan lebih mengenal tentang lembaga
Keuangan syariah.

Pembinaan atau pengarahan bagi profesionalisme anggota hendaknya
dilakukan secara periodik dan confinue sebagal salah satu bentuk
pembinaan dan pengawasan BMT kepada anggota, schingpa mereka bisa

menjadi pengusaha yang profesional baik mental maupun manajemennya.
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FATWA Lampiran 1
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 07/DSN-MULTV/2000
Tentang
PEMBIAY AAN MUDHARABAL (QIRADH)

Menimbang
Menginga
Memperhatikan
MEMUTUSKAN

O

pkan : EATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH {HRADH)

Pertams - Ketentuan Pembiay ann:

s

Pembiayaan Mudbarabah adalah pembiayvean vang disalurkan oleh 1LKS kepada
pinak lain untuk suatu nsaha vang produktif

Diatam pembiayaun i [ KS sebagai shahibul miaal {pemilik dana) membiayai 100
"o kebutuhan suatu provek {ussha). sedangkan pengusaha (nasabahy bertindak
sehagal mudhanb asu pengelola usaha

Tangha waktu usaha tatacara pengembalian dana, dan pembagion keuntungan
ditentuban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha),
Mudharih boleh mefakukan berbagai macam usaha vang telah disepakati bersama
dan sesual dengan syari‘ah: dan LKS tidak ikul serta dalam managemen
peruszhaan atau provek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan,

dumlah dana pembiavaan harus dinvatakan dengan jelas dalam bentuk tunsi dan
Pukan pitang,

[R5 sebagai penvedia dana menangpung semog kerugian akibar dari mudhsrabal
kecuali pika mudbarb (nasabah) melakukan kesalshan vang disengaja. lalai, aay

menvalahi perjangian.

Pasla prinsipnyva. dalam pembravaan mudharabah tidak ads Jaminan, namun agar
madharih udak melakukan penvimpangan, [KS dapat meminta jaminan Jari
mudharil atau pihak ketiga, Jaminan ini hanya dapatl dicairkan apabily mudharib
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal vang telah disepakati bersama
Jdalam akad

horiteria pengusaha, prosedur pembiavaan. dan mekanisme pemtbagian keuntungan
diatur oleh LRS dengon memperhatikan fatwa DSN.

ey i operasional dibebankan kepada mudharib,

Dalam hal penvandang dava (LKS) tidak-melakukan kewajiban atay melakukan
pelangearan terhadap kesepakatan. mudharib berhak mendapal ganti rugi atan
Paya vang telah dikeluarkan,
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Kedun

1

2.

Lad

4

Ketigs

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan
kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (ahad), dengan memperhatikan hal-
hal berikut:
i, Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak
takady,

b Penenmaan  Jdari penawaran  dilakukan  pada  samt kontrak.
c. Akad dituangkan secars tertulis, melalui  korespondensi. arau dengar
mengeunakan cara-cara komunikasi modern.

Madal jalah sejumlah vang dan‘atau aset yang diberikan oleh penyedia dana
kepada mudbarib untuk  ujuan ussha  dengan  syarat sehagai  berikut:
i Modal (HTRTTY diketahuj jumlah dan jenisnya.
b Muodal dapat berbentuk uang atau barang vang dinilai, Jika modal diberikan
dalam  bentuk  aset. meka  aset tersebut harus  dinilai pada wakitu akad,
¢ Madal tidak dapar beebentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib,
batk secara bertabap maupun tidak, sesus dengan kesepakatan dalam akad.
Reuntungan mudhiabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

midl Syarnt keuntungan Berikut ini harus dipenuhi:
a. Harus diperuniukkan bagi kedua pihak dan ndak boleh disvaratkan hanyva untuk
sty pihak.

b Bagan Keutungan  proporsional  bagi setianp pihak harus diketahui dan
dinyatakan pada woktu hontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi
(nishahy  dar keun-tungan  sesusi  kesepakatan.  Perubahan  nishah harus
beidusarkan kesepakatan
¢ Penvedin dana menanggung semus kerugion ukibat dari mudharabah. dan
pengelola ndak boleh menangpuny kerugian apapun kecuall diakibatkan dari
kesalahan disengnjo. kelalajan, aau pelanggaran kesepukatan,

begiatan usaha oleh pengelola (mudharb), sebagai perimbangan (muqabil) modal
vang disediakan oleh penyedia donu. harus memperhatikan hal-hal berikur
A beptatan usaha adalah hak eksklusit mudharib, tnpa campur tangan penyedia
dani. tetapt o mempunvai hak untuk melakukan pengawasan
b Penyvedia dans tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupi
vang dapat menghalangl tercapainya tujuan  mudharabah. vaitu keuntungan
v Pengelola ndak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya
ving berhubungan dengin mudhara-bah, dun harus mematubi kebiasaan vang
berlaku dalom aktifits ity

- Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
Mudhiabah boleh dibatasi puda periode tertentu

Ronrak tidak boleh dikaitkan tmuallag) dengan sebuah kejadian di masa depun
vt Belum tenti terjndi
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3. Pada dasamya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarmya
akad im bersifat amanah (vad wl-amanah), keeuali akibat dari kesalahan disengua,
kelalaian, atau pelangguran kesepakatan

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan

di amtara kedua belah pihak. maka penyclesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrasi Syari”ah seielah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakaria
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000 M
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FATWA Lampiran 2
DEWAN SYART'AII NASIONA L
NCY: OB/DSN-MULTV/2000
Tentang
PEMBIAYAAN MUSYARAKAN

Menimbany

Mengingar

Memperhaiikan

MEMUTLSEAN

Menetaphan : FATWA TENTANG PIEMBIAY A AN MUSYARAKAH

Pertama : Beberapa Ketentuan

Lo Pernyataan {jub dan qabul harns dinyatakon oleh para piliak untuk menunjielkan
kehendak mercka dalam mengadakan kontreak (akad), dengan memperhatikan hal-
hal berikut:

ao Penawaran dan pencrimmaan harus secara eksplisit menunjukkan fizjuan
rortrak Cakad)

b, Penerimazn dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,

¢ Akad dituangkan secarn tertulis. melalut korespondensi, arau dengan
mengeunaran cara-cara komunikasi modern,

Pibak-pitak vang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal
berikut:

4. Rompeten dalam memberikan atau diberikan keKuasaan perwakilan.

b, Setiap mitrra harus menvediakan dana dun pekerjsan, dan setiap mitra
medssanaran kerja sehagai wakil
Setian mirtra memiliki hak untuk mengatur aset musvarakal dalum [roses
Risnis normal,

. Setap mitra memberi w evenang hepada mitry vang lan uniuk mengeioly
sl dan masing-masing Jianggap tefah diber weswenang untuk melakukan
aktiis musyvarakah dengan memperhatikan Kepentingan mitranyvi. tanpa
melakukan kelalatan dan kesalahan yvang discngaja

¢ Seorany mitra tidak diizinkan untuk mencaitkan atau menginvestasikan
dana untuk kepentingannya sendir

. Obvek akad imodal. Lerja keuntungan dan kerugian)
o Maodal
L Maodal vang diberikan harus bang tunai. emas. perak atau Vg
Mifiimys i,
Musdal dapar terdivi dari qset perdegangan, seperti barang-barang,
propertt, dan sebagainya. Jika modal berhentuk ascl. harus terlebih
dishulu dinitai dengan tunai dan disepakati oleh para mira,
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ii. Para  pihak  tidak  boleh  meminjam,  meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiabkan modal musyarakah kepada
pihak lain. kecuali atas dasar kesepakatan,

iii.  Pada prinsipnya. dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan. LKS dapat
memitita jaminan.

b. Kerja

i.  Partisipasi para mitra dalam pekerjaan  merupakan  dasar
pelaksanaan musyarakah: akan tetapi, kesamaan porsi kerja
bukanlah merupakan svarat, Seorang mitra boleh melaksanakan
kerja lebih banyuk dari vang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh
menuntul bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musvarakah atas nama
pribadi dan wakil dart miranya. Kedudukan masing-masing dalam
organisasi kerjn harus dijelaskan dalam kontrak.

¢ Keuntungan

i Keuntungan  harus  dikuantifikasi dengan jelas  untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi
keuntungan atau penghentian musvarakah.

i Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsiona! atas
dasar selurub keuntungan dan tidak ada jumlah vang ditentukan di
awal vang ditetapkan bagi seorang mitra,

iil.  Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi
jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya

V. Sistem pembagiun keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam
ahad,

d, Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mutra secara proporsional menurut

saham masing-masing dalam modal

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
& Biaya operasional dibebankan pads modal bersama.
b. Jikn salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya stau jika tegadi
perselisihan di antara para pihak. maka penvelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrasi Syari‘ah setelah tidak tercapai kesepakatun melalui
musyawarah,

Ditetapkan di : Jakara
Tangeal © OB Muharram 1421 H/ 13 April 2000 M
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FATWA Lampiran 3
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MO T9/DSN-MUTTV 2001
Tentang

AL-QARDH

MMenmbang
Mengingal

Memipe
MENT!

rhatihan
TS AN

Menetapkan : FATWA TEMNTANG Al-QARDH

I*

]

o

I'\..l_'l.l 141,

-

criami ;. Ketentuan Umum al-Oardh

Al-ardh adalab pinjaman vang diberikan hepada nasabah (miegioeidfy vang
memertukan,
Moatbah al-Crardh wajth mengembaiikan jumlah pokok vang diterima pada wakitu
wane telah disepakati bersama,
Biayva wchministrast dibehankan kepada nasabah.
| K8 dapat meminta faminan kepada nasabah bilsmana dipandang perlu.
Masahah al-Oardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela
kepada 1LRS selama tidak diperjangikan dalam akad,
Jika nasabah tidak dapal mengembalikan scbagian atau seluruh kewajibannva
pada saat vang telab disepakati dan [KS telah memastikan ketidakmampuannya,
[ K5 dapat;

o memperpangang jangka wakio pengembalian, atau

Beo menghapus (neiee affs sehagian atan seluruh kewajibannyva,

Sanhsi

Pralam hal nasabah tidak menunjubkan keinginan mengem-balikan sebagian arauy
seluruh hewapibanova  dan bukan karena Retidakmampuannya,  LKS  dapar
menjatubkan sanksi kepada nasabah.

Sanksi vang dijatubkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butic | dapal
Fertpa --dan tidak terbitas puda- penjualan barang jaminan,

Jiki o barape jaminan tidak  omencukupi. nasabah  tetap  harus  memenchi

lkewajibannya seudrd penuh.
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Fetige: Sumber Dana
Dang al-Qurdh dapat bersumber dart;

. Bagian modal LKS,

b, Keuntungan LKS vang disisihkan: dan

¢. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infagnva kepada
LKS.

Keempat ;

L. Bika salah satg pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
di untora kedua belab pihok, muka penvelesaiannyva dilakukan melalui Badan
Atbitrasi Svari“ah setelah tidak tercapar kesepakatan melalui musvawarah.

Fatwa ini herlaku sejak ranggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari
termvatn terdupat Kekelirunn, alan diubah dan  disempurmnakan sehagaimana
Meshiny

Ditetapkan di : Jakarta
Fanggal © 24 Mubarram 1422 H /18 April 2001 M
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Lampiran 4

| MENTERI NEG A4
KOPERASIDAN USatin kperr DAN MENENG 4 1
REPUDLIIK INEONESIA

: v KEPUTUS AN
" MENTER NEGARA KOPERAS) paN USAHA KECIL pap MENENGAH
' REPUBL[K INDONES|A

NOMOR : o7 IepIMLIUKMAX 2004

: G \ TENTANG
PETUNJUK PEL%KSANMN KEGIATAN USAHA F{DF‘EF{ASJ
JASA KEUANGAN SYARIAH

MENTERI NEGARA IKOPERASI paN USAHA KE
A

Menjmbang - a.  ‘bahwa praklek usahg ko
: tumbuh dan berkembamg di Masyarakat, ser
'pem.irag.daram memherda}rakan BKoNam|

Kalangan usahs Kecil dan mikro:
Q.  bahwa PeEmerintah perly menge.ﬁ".bangha.n_|'.L:J|'rr| Vai
Lnluk Mendorong Perrembangan Kegiatan busat
Syariah, khususn}'a Yang telahn ¢an akan

hukum bagi Masyarakat:

e, Dahwa ber'dasar.'w:an Periimbangan sebagaimana dimaksye dalam

erl Neocara
Koperasi dan Usaha Keej dan anengah Republik ?ndonesia.

rasi Jasa

hurup a, b, dan C, periy dikeluarkan Keputusan Men

lenlang Felunjul Pelaﬁcsanimn Kegiatan Usahg Kope
IKevangar, Syariah,

Mengingat e Undang-UHd{‘mg Republik Indonesig NomsrPES Tahun 1gg2
tentang Ferkoperasian (Lembaran Negara Republik Indeciesia
Tahun 2007 Nomaor 116 Tambahan Lemkaran Negara mesublis

Indoneain Momor 35023,

T

Peraluran Pemerinlals Nomer 4 Tahun 1984 tentang Pursyg

dan Tala Cara Pengesahan Akia Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi (Lembzran, Negara Resyublik Indorisia
Nomor 8 Tahun 1994, Tambahar Lembaran MNegara & ol

Indonesia Mamar 304 0

Peras Y209 dikalgla Secara syarinh toia)
& Mengambl fagia-
Masyarakat Khususnys

'3 koncues
2 dengan

dikeloia mealaju
koperasi, sehingga. Mampu memberikan manfaat dan kepas:fan_
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3, Peraturan Femerinian Nomor 17 Tahun 1954

_ leniaﬂg
F'ernbubaran Keperasi aleh F‘cemerintah‘ {Lembaran s\}"egara_
Republik Indonesia Tahun 1894 Nomer 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesiz Nomer 35435):

4, Kep'utusan .’*‘rez‘c.'e.-u-.ﬁle,:uut:-iik Ndonesia Nomaor 101 Tahun 2001
lentang E(ecn.cru'can, Tugas Fungsi, J(m-zenar‘:gan_ SUsUnar
Drganisnsu dan Tata “eria Menion Hcgara;

5 Kepulusan Meniar Negarg Koperas; dan Idsaha Kecil gapn
Menengan Republik Indonesis Momor ?GIHEPIMENEG,’XWEDGT
tentang Crganizag dan Tala Kerja Kantar Menteri Megars
Koperasi dan Usaha iKecil dan Menangan Republik Jndon:—m‘a;

g, Kepuiué-:ar‘: Mentar Negara IKoperasi dan Usaha Keci dan
Menengah Republik indonesia Nomor
‘FD4.1x’f{eph‘v’:..“iUK.‘-.’TDUEC'UE tentang Petunjuk - Felaksanaan
Eembentukan, Pcng-asa.'mn Akt Pendirian dan Perubahan

Ng99aran Dasar Koperasi,
MEMUTU SiKAN
‘enetapkan - KEPUTUSAN MENTER] MEGARA KOPERAS) DA USaH~ KECIL
A0 MENENG A I+ TENTANG PETUNJU 4% PELAKS AN N
J'C!EG.IATAN LISAL A e QPRERAG dASAH = L.'a’iu'a'G.-"u“_-' SYAR LA

BAS |
WETEN TUA, MUY 1%

Pasal 1
lain J-{eputusan ini Yango crimalcsumclengm‘u :

Koperasj adalak badan Usaha yang !35.-anggola'r;ar1 @}a.wg_;seurang atau badap
hukum Koperasj dengan Melandasikan kegsatannya l:;erda_sarkan Prinsip kKoperasi
sekaligus sebagaj gerakan ekonomj rakyat yang bertlasar atag asas ke.keluarfgaan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariak selanjutnya diseby, KIKS adalap Koperasi Yang
kegiatan Usahanya bergeralk dj bidang Pembiayaan, i.westasj, dan simpanan SEsuaj
" pola bagi hasij| (syariahj.

Unit Jasa Keuvangan Syariah selanjutinya disebut UJKS,L adalah unjt Koperagi yang
bergerak gj bidang usaphs Pembiayaan, inves|asi dan simpanan dengan poig bagi
nasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan Aoperasi yang bersangicutan,

Simpanmj adalah dang yang dipercayakan alely aN9gota, calon dnggota, b:cz,-:'-irasi
lain dan atay ANggolanya kepada koperaci Galzm beniyk SiMpanan 7 tabungén qan
simpanar berangky, '
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10.

Fi

Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalzh simpanan anggola pada Koperasi
dengan akad wadiah_/ titiogn namun dengan saijin penyimpan dapat digunakan aleh
KJKS dan UJKS unlux kegiatan cperasional koperasi, dengan ketentuan
penyimpan tidalk mendapalkan bagi-hasil atzs penyimpanan -dananya, telapi bisa
dikempensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditenlukan SESUR
kebijakan dan kemampuan Keperasi,

Simpanan Mudharabah Al-Muthalagah, adalah
dengan akad Mudharabah Al Muihalagah vyang diperiakukan sebagai investasi
anggola untuk dimanfaalkan secara produklif dalem bentuk pembiayaan kepada
anggota koperasi, calon anggcta, Koperasi-koperasi lain dan atay anggotzﬁya
secara profesional dengan kelentuan penyimpan ‘nendapatkan oagl hasil atas

penyimpanan dananya sesuai nisbah ( propors| bagi-hasil ) yang disepakali pada
saat pembukaan rekening tabunoan.
%

labungan anggola pada koperasi

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan
aked mudharabah Al Muthalagah yang penyetorannya dilakukan seka!i dan
penarikznnya hanya dapal dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara
penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana uniuk invesiasi atau kerjasama
permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atay
anggelanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan Hu untuk melunasi poxok
pembiayaan yang diterima kepada pinak koperasi sesuai akad diserai dengan
pembayaran sejumiah bagi hasil dari pendapata~ atau laba dari kegiatan yang
dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan lersebii .

Pembiayaan Mudharabah, adnlah akad Kerjasama
Keperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan medalnya kepads
anggota, calan anggola, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai
pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuaj akad dengan
pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian
penerima pembiayaan.

permodalan usaha .dimana

Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha an‘ars
Koperasi dengan salu pihak alau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha
tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu
kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang

kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal,

Piutang Murabahah =adalah lagihan alas lransabsi penjualan barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keunlungan (siargin) Yang disepakatlli pihak
penjual (koperasi) dan pembeli (anggola, calon anucola, koperasi-koperasi fain dan
alau anggotanya).dan alas lransaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota
untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka wakiu tertenly disertal dg,ngan
pembayaran imbalan berwnn nargin keunlungan yang disepakali dimuka Lesuai
akad, ‘
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12,

o

19,

dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan Samrai jangka wak

Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap Koperasi atas tr
baqang dengan cara pemesanan antara penjual dan pemMbeli . d
dimuka dan pengiriman barang oleh penjual diltakukan divelakan

Kelentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad

ansaksi jua beli
€Ngan pembavaran’
gﬂ:emuc‘fan. dengan
‘ransaks| salam

Piutang Islisna adalah tagihan atas akad fransaksj Jual beli baran
remesanan Pembuatan barang dengan kriteria ¢an persyarala
disepakati antara Pemesan/pembeli dan Penjual yang cara pemb

g dalam bentyk
n tertentu yang
ayarannya dapzt
tu tertentu,

Plutang ljarah adalah tzgihan akad' SEwa-menyewa ant‘a\."a muajir (Lessor
Pen}rewa} dengan Musta'jir (lLessen { yang menyewaxan) alas Ma'jur (Cujek sewal
untulk mendapatkan imbalan alas barang Yang disewakannya, '

® \ & * 1 :
ljarah Muntahiyah Biltamlik adalan Perjanjian sewa-belj Sualu barang antars lessor

dengan lessee yang diakhiri dengan perpimdahar_l hak milik objek sewa dar Lesses /
Yang menvewakan Kepada' Lessor / Penyewa,

Qardh adalan kegiatan fransaksi dengan akad Dinjaman dana non kKomersial
dimana sipeminjam Mempunyai kewajiban uniuk membayar pokgk dana yang
gipinjnm kepada koperasi yang meminjamkan lanpa Imbalan atay bagi hasil dalam
waklu lertentu sesya; kKesepakalan. : '

Nisbeh adalan Proporsi pembagian keunlungan (b2l hasil) antara Pemijjk Dana
(Shahibul Maal) dan FPengclola Dana (Mudharit) atas hasil  usaha yang
dikerjasamakan.

Marjin adalah keuntungan Yans diporoleh operasi atas hasil transaks; panjualan
dengan pihak pembelinya,

Dewan Fengawas Syariah adalan dewan yang dipilih  oleh koderasi yang
bersangkulan berdasarkan kepulusan rapat anggeta dan beranggeotakan alim ulama
yang ahll dalam syariah yang menjalankan fungsi dan lugas sebagai Fengawas
svariah pada koperasi yang bersangkulan dan berwenang memberikan tanggapan
atau penafsiran lerhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional,

Standar  Operasional Prosedur (SOP) adalah pPedoman  operasional yang
menyangkut peraluran dan kebijakan serla lala cara kerja dan alau sistem prosedur
kerja Koperasi Jasa Keuvangan Syariah dan Unil Jaga IKeuangan Syarialh.

Menterl  adalalt Menleri yang Lbedanggung  javeab dalam  pembinaan darn

Pengembangan koperasi. ' ‘ :

Pejabatl adalah Aparalur pemerintalh yang dilelaphan Menteri dan bérwenang
£ i

mengesahkan akta pendirian, perubahan Anggaran’ Dasar dan pembubsran

koperasi di pusat, propinsi/Dl, dan kablhj_matenf'r:c-ta_. :
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Tuluan pengembangan Koperasj Jasa Keuangan Syarialy / U

2.

Iy

BAB i
TUJUAN

Pasal 2

nit Jasa Keuangan Syariah :

menlngkatkan program bPemberdayvaan ekonomi, khususnya dj kalangan -Usaha
mikro, kegil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah:

mendorong kehidupan ekonemi syariah dalam kegiatan usap

a8 mikra, kecll, dan
menengah khususnya dan ekenomi Indeonesia pada umumnya:

meningkatkan semangat dan per

an sera angoola Masyarakat dalam kegiatan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah,

BAB |1
PERSYARATAN DAN TATA CamA FEI.OIRIAN
KOPERAS] JASA F{EU&NGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANG AN SYARIAHM

Bagian Pertama :
Persyaratan dan Tata Cara FPendirian Koperasi Jasa Keliangan Svyariah

FPasal 3

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer chibeniuk alan smkurang-kurangnya 20 (dua
putuh) orang Yang memeaenuh) PRIsyaratan uniuk mejadi anggota Koperasi dan Qrang-
orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai ker_hentingan
ekenoni ¥ang sama. :

Koperasi Jdasa’ Keuangan Syariah Sckunder dibeniuk oleh SEHUrang—kurangnya 3
(tiga) koperas; yang - sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan
kelayakan Jsaha serta manfaa] Pelayanan kepada anaooianya,

Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tingkat Primer dan Sekundar,
dilaksanakan sesuai dengan kelentuan dalam Peraturar Pemerintah Namaor 4 Tahun
1994 tentang FPersyaratan dan Targa Cara Pengesahan ARta  Pendirian clan
Perubahan Anggaran Oasar Kaporasi serln Mepuiusan Menler Negara Koperasi dan
Usaha IKeci| dan Menengah Republik Indonesia Momaor 104."lfliepr.KUKMD’JEGDE
lentang Pelunjulk Pelalksanaan Pembentukan, Pengesalan ::'-\K[a Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Keperasi,

Fasal «

engajuan permohonan Pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa 1<euamgan Svyariah
'ajib metampirian - :

. berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, diserai dengar/daflar
hadir, dan bukti photocepy KTR seluruh anggola:

——

e
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i,

surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syarlah
Primer s'ekurang-kurangnya Rp 15.000.000 (ima belas jutg fupiah), dan Koperas

Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Fp. 50.000.000 (lima pululy
juta rupiah): - . :

seloran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentyk deposiis pada
bank Svariah " yang disetorkan atas fama Menlen cqg Ketua Koperasi yang
bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awu| Koperasi Jasa Keuangan
Syarialy / Unif Jasa Keuangan Syariah alas dasar selsetujuan pencairan oleh

Menteri atay Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atay
perubahan anggaran dasar Koperasi: ‘

rercana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, Ja&ng menjelaskan antara |ain :

1) rencana penghimpunar:\ dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta Jenis
akad yang melandasinya: :

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memual peraturan dan prosedur
transaksi sumber dana dan pembiayazn lengkap dengan {eknis penerapan
akad Syariah  dan perhitungan bagi hasil/marjin ma;ing-masing produk
sirnpanan maupun pembiayaan, dan telah cimintakan fa ‘walrekomendasi dari
Dewan Syariah yang bersangkutan: .

3)- réncana penghimpunan modal sendiri berasal ¢ari simpanan pokok, simpanan
wzjib, modal pPenyertaan, hibah maupun cadangar,

4) rencana moadal pembiavaan Yang dilerima, yang dilangkapi dengan penjelasan
stalus akad clan maniaal sela keuntungan uniuk penilik dana dan Koperas;:

§) rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesya cengan Pola Syariah
dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan:

6) rencanu dibidang Qrganizasi yang meliputi rencana struktur organisasl, uraian
lugas, langgung jawalb dan wewenang, jumiah Karyawan, sera Tencana-
pembentukan dewan Syariah, bagl Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa
Keuangan Syariah yang lelah mampu mengangkat ahli atay dewan syariah,

nama dan riwayat hidup calon pengeiola dengan melampirkan -

1) surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan alav magang/
kerja di Lembaga keyangan Syatiah; |

2) surat Keterangan Berkelakunn Baik dari pihak yarg bgn-.,;,h_b yang menyatakan
hahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan 'ndak pidana:

3) surat pernyataari lidak mempunyai hubungan *eluarga dengan pengurus
sampal dengan derajat kesalu

Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai
karakteristik lembaga keuangan syariah, melipuli :

1)  blanke permohonan menjadi anggota;
2) blanko permohonan pengunduran diri sebagal anggera:

#
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3)  bukuy daflar anggoetla;

4)  buku daflar simpanan pokok dan simpanan wWajib anggota:

3)  blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka;

€) blanko administras] F’embiayaam’ragihan (Pivlang) yang diberikan:
7} blanko administrasi hutang Yang diterima: - 0
8)  blarko administrasi modal sendiri:

9)  formulir akad Fembiayaan gan Pivtang Jual ge;

‘8. Caftar Sarana Kerja yang Mmemuat catatan daftar

1) kantor, meja dan Kursi:
2)  komputer dan alat hitung:
3)  tempat menyimpan bang atay brankas:
- 4)  tempat menyimpar buky administrasi dan pembukuzn

X FPasal 5
Pengesahan atas Permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan S}ré:iah’

dengan lokasi dan fang_kauan keanggotaan kKoperasi yang bel‘sang
ketentuan -

diatur sesuqj
kutan, dengan

4. permohonan Pengesahan akta pendirian Koperasi Jass Keuangan Svyariah Primer
dan Sekunder yang anggotanya berdomisili o dua ztau lebip Propinsi, ciajukan
kepada Menteri ¢.q Depuli Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecii dan
Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekdmendasi Pejabat pada tinglat
kabupate:ng’kma tempat domisili koperasi yang bersangkulan dan selanjulnya Menler
mengeluarkan sura| kepulusan Bengesahan akin peadifiannyea:

b, Permohonan Pengesahan .akta Pendirian Koperasi Jusa Mevangan Syariak, bajk
Koperasi Jasa Keuangan ‘Syariah Primear Maupun Sekunder Yang anggotanya
berdamfsi]f di beberapa kKabupaten dan aiau kola v:afc—n'.'s_aliu propinsi, diajukan
Kepada instansj Yang membidangi koperasi tingkat propirgj YEng membawahi bidang -
Koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomandas] dar FPejabat yang
membawah]-bidang Koperasi pacla kabupaten dan atau kota tempat domisil; koperasi
yang bersangkutan. Selanjutnya Fejabat tingkal propinsi mengeluarkan surat
keputusan Pengesahan akia pendiriannya: i

rermohonan Pengesahan akta pendirian Koperagi-Jasa Kevangan Syariah Primer
dan Sekunder yang'anggotan}{a berdomisili dalani saty wilayah kabupaten dan atau
kota tffajukan_ kepada Instansi Yang membawal Bidang keperasi pada |<abupat€:i‘|
dan atau kota--setempat dan sefanjumya,Fejaba: selempat mengeluarkan syrat
keputusan Pengesahan alkta pendiriannya:

jawaban terhadap permolionan Fengesahan  akla 'r}endir.’-a_n K:perasi Jaga
Keuangan Syariah dikeluarkan Raling iamtm_l dalam: wakty 2 (t:gg-._j bulan terhitung
sejal diterimanya-permohonan Pengesahan secara lengkan alel Pejabat:

bagi instansi yang memberikan Pengesahan akla pendirian I:Iilryﬂ‘uska."l membuat
calatan dan atau dala fegistrasi koperasi di wilseah mazing-masigly:

"

i
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== .

o

. Pejabat mencatat Pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan ¢ ke
_dalam Buku Daftar Umum Koperasj: : g

tembusan sural keputusan pengesahan aktay pendiran
Instansi {ingkat Kabdpaten/Kola dan tUngkat Prapinsi/p| yan
dikirimkan Kepada Depuyli Bidang Kelembagaan Koperasi
Menengah untuk diumumkan dalam Berita Neggra Ri;

yarg dikeluarkzan alah
g9 membawahi keperasi,
dan Usaha Keacjl dan

Fengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a8, b, dan ¢ berlaku sebagai Ej.‘ﬂ.

usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Yang bersangkutan dapat melakukan
kegiatan usaha Pembiayaan. . : ;

Bagian Kedua
Persyaratan dan Ta'a Cara Pendirian Unjl Jasa Keuangan Syariah

Pasal G

Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah harus disetujui oleh rapat anggoia
Keperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya,
Pengurus koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum m
kegiatan  jasa Keuangan syariah didalam anggaran dasarnys, g
melakukan Kegiatan dibidang jasa 'keuangan. syariah, wajib mengajukan
permohonan Pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada Pejabat dengan
mencantumkan usaha Jasa keuangan syariain di dalam anggarzan dasarnya.

ncantumkan
pabila akan

Pembentukan Unip Jasa Keuvangan Svyarialy tilaksanakan S€suai dengan Ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan ‘dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sera
Kzputusan Menter Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 104.1!Hep£MKUKMW2GD2 tenturg Petunjuk Pelaksanaan
Pembentukan FPengesahan Akia Pendirian | dan MPerubahan Anggaran Dasar
Koperasi. : ! .

Paszal 7

Pengajuan-permnhnnan pengesahan Unit Jasa Kevangan Syariah  harus disertaj
lampiran sebagai berikut -

d,

hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan Unit Jasa Keuangan
Sydriah  dan anggaran dasar yang telah mencantumkan Unit Jasa. Keuangan
Syariah sebagai salah saty unit usaha koperasi yang bersangkutan: '

surat bukli penyetoran modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah - dari Koperas|
'primef sekurang-k'urangnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah} dan
disetorkan atas namsa Menteri Negara Koperas| dan Usaha Keeil dan Menengah cq
Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal. nit.
Jasa Keuangan Sygr_fah Koperasi -yang bersangkutan atas dasar parfﬁmjuan

i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

¢

pencairan oleh Sekrelaris Menteri Negara Koperas! dan Usaha Kecil dan Menengah
alau Kepala. Instans Fropinsi/Ol  atau IKepaia Inslansi Kabupalen/Kota yang

rmembidangl pembinaan Xoperasi dan Usaha kecil dan menengah yang
dilaksanakan bersamaan dengan Pengesahan dan atay perubahan anggaran dasar
koperasf: : : : '

& penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir b unluk dikelola dengan
manalemen dan pembukuan secara lersendiri: '

d. rencana keda sekur'ar‘igkurangnyaﬁ {salu) lahun: °
€ administrasi dan Pembukuan koperasi:

nama dan riwayat hidup Pengurus, Fengawas, Ahli Syariah atay Dewan Syariah dan
calon Pengelala; :

9. daftar sarana kerja:
h.  surat perjanjian Kerja antara Péngurus Koperasi dengan PengaIolaf_ManajerfDireksi:

Keterangan mengenai rencana kerja, administrasi c.n pembukuan, nama’ dan
riwayal hidup personil dalam organisasi Unit Jasa Keuangan Syariah, sers daftar
sarana kerjz Unit Jasg Keuangan Syanah, sebagaimana ~imaksud Pasal 4 huruf d, e
f.dan g, ' g ! :

"

Pasalg

1) Ketenluan mengenai lala cara Fengesalian perubahan dnggaran dasar Koperasi
7ang membenluk Unil Jasa Keuangan Syarialy gan Pejabat yang berwenang

memberikan pengesahan, sebagamana dimaksuel dalam Fasal 5,

2}  Pengesahan terbaviap  permohonzn persetujuan perubahan anggaran dasar
koperasi dikeluarkan olel Pejabal palicy lambat (zalu) bulan terhitung sejak
diterimanya permohonan perubzhan angoaran dasar secara lengkap.

3) Pe-rsetujuﬁn perubahan aggaran dasar sebagaimana dimaksyd dzlarn ayat {2}
berlaku sebagai ijin usaha dan Unpit Jasa Keuangan Syariah vang bersangkutan
dapat melakukan Kegiatan usaha jasa keuangan syariah,

Fasal g
cperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang semula mela!-:lu.'-qari
egiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh ijin perubahgn ke:gmtan
saha menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syarial'n_fl.,.'mt Jasa rlieulanga‘n Syariah, dilar rig)
ntuk melakukan perubahan kegiatan usaha syarnizhnya menjadi kegiatan usaha sedlara
onvensional (sistem bunga)'kembali L
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(1)

3)

' 'Untuklmerwdekalkan jarak pelayanan dan menjngkalkan kualitas

: BARB IV
PERSYARATAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARJAH

Pasal 10

; pelayarian kepada
-anggota, balk pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pembiayazan, Kojﬁerasi

Jasa' Keuangan Syarigh dan Unit Jasa Keuangan Syariah melalui koperasinya

dapat mendirikan Jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu dan kantor Kas=. . - i

Pembukaan jaringan pelayanan dapal dilaksanakan jika Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/Unit Jasa iKeuangan Syariah yang bersangkular. memiliki Kinerja yang baik
atas Organisasi, Kelangsungan Usaha dan aspek Finansial, Managemen serta
telah memiliki anggeta yang dilayani sekurang-kuraﬂ:ﬂ}'a 20 (dua puluh) ar'a'ng'
pada lokasi dimana Kanlor Cabang, Kanlor Cabang Pembantu. atau Kantor Kas
tersebut akan dibuka. '

Pembukaan - Kanlor Cabang Koperasi Jasa Kevangan Syariah / Unit Jasa
Keuangan Syariah dapat dilakukan paling cepal 2 {dua) lahun setelah Keatrasi
Jasa Keuangan Syariah berbadan hukum atay Unil. Jasa Keuangan S*}eriah
disahkan perubahan anggaran dasarnya, seteiah mendapatkan rekomendasi dari
Pejabal inslansi yang membawahi bidang Koperasi, dimana Kantor Cabang
tersebut akan dibuka.

Pembukaan Kanler Cabang Pembantu dan kanior Kas dilaporkan oleh Penourus
Koperasi bepada Pejabat i tempat noperasinya berdomisili dengan 'mm:,'ugan
kepada instansi yang membawahi bidang koperasi pada kantor Cabang Pembaniu
Can Kantor IKas koperasi tersebut didirikan

Masal 11

ermohonan persetujuan pembukann Kantor Cabang diajukaii oleh Pengurus Koperasi
ing versangkutan, dengan melampirkan -

alamat kantor cabang yang akan dihuka:
surat bukti setoran modal kerja yana disedinkan untuk Kaniar Cabang:
dafiar sarana kerja,

nama dan riwayal hidup calon Frapnan da3 da5 nama calen Raryawan kanter

Cabang;

0212 anggola yang dipersyariiacy o sels Lo s b v vaig telaly dilia sl
¥ 1] : S ; i

oleh Kanlor Lurah setempal; ,
Neraca dan Perhitungan Hasll Usaha koperasi yang bersangkutan dalam 2 {dua)
tahun terakhir;

Rencana Kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya smah:.:;ﬁ/

nama Dewan Pengawas Syariah, /
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(2) -

Pembukaan Kantor Cabang Pembanty dan
waktu 1 (salu) bulan akan ditutup oleh Pejabat

(3)
()

- peringatan secara terulis sekurang-ku

Kantor Cabang yang lelah memperoleh Perselujuan, harus sudah
kegiatan usaha Jasa.keniangan syariah paling lambat & (enam) bula;
persetujuan diterima dan apabila dalam jangka wakiy lersebul belum

kegiatan usaha lasa keuangan syariah, maka surat persetujuan ¢
otomnatis tidak berlaky

melaksanakar
¥ sejak tangga
melaksanakar
ersebut secar;

Kantor cabang vang sudah melakuk

“an kegialan usaha
namun belum terdaftar akan ditutup ciely Pejabat ya

dan perubahan anggaran dasar koperasi,

jasa kKeuangan syariah
Ng mengesahkan akia pendiriar
seielah lerlebih dahuly diberikar
rangnya 3 (tiga) kali, .

.

“ Pasal 13

Kantor Kas ¥ang tidsk dilaperkan dalarr
yang berwenzng - :

BABV
PENGELOLAAN .

Hagian Periama
Pengeiolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 14
Pengelolaan Koparasi Jann Kruangan Syariah thiakukan olah Penguriis yang
bertanggung jawab kepada Rapal Anggota

Dalam lrw:ﬂ Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Svariah mengangkat
pengelols, maka lugas pengalolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariab
lersebut diserahkan kepada pengeloia yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas
perencanaan kebijakan siraleges, pengawasan dan penit-indalian.

lenags

Oalam keadaan sebagaimana dimaksud ayal (2}, pengawas bisz diangkal alau tdak
periu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kepuluzan Rapat Anggota Koperas,
Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan.

J“‘-r}:lbﬂﬂ ’{l‘li’h"f-'lfir Jp=n Keuang:an Su‘rnn.lh hiclak Hengringkat pengawas, imaksa :Ug-’:‘.‘IE
pengawasan dilakukun oieh pengurus

Pengelola IKoperasi Jasa Keuangan Syariah harus bekerja purna waktu.
Apablla pengurus mengangkat tenaga P‘,‘*ngnh&}

T Mdka pengurus alau anggole
pengurus lidak boleh merangkap sebagal pcng/eg ;

a,

7

g
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(1)

@)

(15

(2)

Pasal 15

Daiam hal Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayal (2} adalah Perorangan
harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut: :

a, tidal Fernah melakukan tndakan tercela Cididany Reuangan dan atau dilukuss
karena terbujti melakukan lindak pidzing: :

b.  memiliki akhlak dam moral ¥ang baik:

C.  mempunyal Keahlian dibidang Keuangan atay

Pernan mengikyti pelatihan
keuangan Syariah atau Mmagang dilembaga Keuangan syariah, ; '

Dalam hal Pengelola lebih dari saty orang, harus
berikut ; N

MEMmenUni persyaratan sebagaj

a. paling sedikit s0% (lima puluh Perseratus) dar jumlzh pengelola wajin
mempunyai keahlian dibidang Keuangan atay Rernah mengikutj pelatihan
dibidang Keuangan Syariah atau Mmagang di lembaga Keuangan syariah;

b. ° dizntara pengelola tidak boleh mempunyaj huburgan keluarga sampai derajat

kesatu menurut garis'lurus kebawal maupun kesamping,

Apabila pengelola adalah badan usaha, harus mess

i) 2nuhi persvaratarn minimal
sebagai berikut

4. mamiliki kemampuan Keuvangan Yang memadzai:

b. memiliki lenaga Mmanajerial yang berkualitas Dailk.

. Bagian Kedua :
Fangelolaan Unil Jasa Keuangan Syarialy

Pasal 168

Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan SE&Cula terpisah dari unit lzinnya
dalam koperasi yang bersangkutan, -

Fengurus kKooerasi waiib menaangkat Al e s SHTH T

- oy o
A LT e | kL A e
aehd SR TR LS B wil ah Tk "1.7*1',.1.::\ :.I_-.-Il.b.IIII' '._li:_ll

PENQUMUSOYE sabaga Lengeioia,

Apabila. pengurus Koperagi merangkap . seba
Syariah, maka Pengurus vang bersangkul
kegiatan pada unijt usaha lainnya.

gai Pengelofa Unit Jasy Keuangan
an  lidalk diperbolehikan melakukan

lenaga rengelcla, mzaka

5§

Apabila peng-l_rrus telah manipL mengangkzat/aeluruh
getola.

bangurus lidak halel merangkan sebaga; 'DET'I/EV
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Pasal 17

(1} Apabila pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal (4) ada.lah
perorangan, harus memenul| PErsyaratan sebagai berikut - '
g, lidak parnal melakukan tindakan lercela dibida

N2 keuangan dan atay dihukum
karana terbukl melakukan tindak pidana dibig

ang Kevangan:

b, memiliki ahiak dan moral yang baik:

€. mempunyai keahlian dibidang kKeuangan alau Pernah mengikuti pelatinan
Keuangan Syariah alau magang dj lembaga keuangan syariah.

(2) ﬁ.pabila.p:ﬂngelala lebih dari €aly orang,  harus memenul;

Persyaratan sebagaj
beriiout : '

b

a. pali'ng sedikit 50% (lima PUluh perseraliss) dari Jumlah pengelola wajib
mempunyai keahlian dibidang keuangan alay pernah mengikuti pelatihan
dibidang keuangan Syariah atau magang diiembaga keuangaﬂ'syariah;

b.  diantara peﬁge!oia tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sa

mpal derajat
Kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping, :

3) ﬁ.pabifa.pengqlnla tersebul adalahh Badan Usaha,
“minimal sebaga; berikul ;

harus memenyhi persyaralan
a. memiliki kemampuan keua ngan yang memadap

. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik

¢ .memiliki pengalaman mengelola lembaga Keuangan syariah,

: Bagian Keliga :
Penyelenggaraan Unit Jasa Keuangan Syariah olah KSP/USP Koperasi

Fasal 18 =t

]
P

Koperasi simpan pinjam dapat menjalankan usaha j2sa keuangan syariah dengan
cara membuka unil a2lau divisi layanan syarialy,

2} Unit atau divisi layanan syariah merupakan unit pada koperasi yang dilakukan
sesuai dengan kepulusan ini. .

3)  Apabila sualu USP Koperasi bermaksud menyelenggarakan jasa keuangan
syariah, maka USSP yang - hersangkulan  wajin analip kegiatannys  dan
membenluk Wnil Jasa Keuangan Svariah. Sm,?ﬂ.h terlebih dahuoly memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam he;nu:1.7. ini,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

perasi yang melaksanakan jasa Keuangan pola
ngesahan akia pendifian atau
nggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau |
da paj:taﬁ nama, stempel serta kop sural yang digunakan da

Pembagian dan penggunaan S
Syarialh harus dipuluskan cleh Rapat Anggola,

Fembagian SHU sebagaimana dimaksud.dalam ayal (1
Sy Ff S ; k..
cadangan dipergunakan sesuai dengan I:@llcr*numn vang Ly

d.

Apabila USP ingin menyelenggarakan keglatan dua sisterm, maka USP Yang
bersangkutan harus memisahkan diri dari kegiatan koperasi yang menjadi induknya
dan membentuk koperasi baru dan memiiiki tadan hukum yang terpisah dari

koperasl sebelumnya, setelah terlebih dahuly memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasai 5. "

Bagian Keempat
Fenggunazn Nams

Pasal 19

syarigh dan telah mendapatkan
‘pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib
Unil Jasa keuangan Syariah
lam melakukan Usahanya,

AR W
PEMB#\G[!’?N SHU KOPERASI JASA KEUANGANSYAR!AH
Lok UMIT JASA KEWANGAN SY AR A

- b N g
.ch! SRl a1

a

isa MHasil Usaha (515, moperas: Jasz Keuarnc

¥ L

™
i

>

) setelah dikurangi dana
erlaki sebagal berikut -

dibagikan kepada anggola secara adil berimbang berdasarkan jumlah da

na
yang leflanamkan sebagai modal sendid pada koperasi dan nitai transaksi:

membiayai ' pendidikan dan latinen serla pening=atan  keterampilan bagi
PENgUrUs, pengawas, pengelola dan Karyawan Roperosi:

< insenlil bagi pengelola dan karyawan:
keperluan lain dalam menunjang kegiaian koprras:

pembagian dan penggunaan 3HU dilakukan dencan memasukkan komponen
kewajiban (polongan) zakal atas Badan Uszha Koperasi j?n zakal alas

perarangan L-‘E'Inmum_;iibagikan kepada ancgeia yang bersanghkyian,
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Pendapatan Unit Jasa Keuangan Syariah selelah dikuran

gi bizya penyelenggaraan
<egiatan unit yang bersangkutan dipergunakan unluk kepe

riuan sebagai berikut :
2, dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilat transaksi:

0. pemupukan modal Unit Jasa Kevangan Syariah: - :
membiayai kegiatan
sebagai berikut ¢

L

lain yang menuniang Unit Jasa Keuangan Syariah

1) bagian untuk koﬁerasinya:
2) anggota yang bertransaksi:
3) zakat

SAB VII
. FPERMODALAN

Pasal 21
L]

seliap pendifian IKoperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa
{euangan Syariah wajib rnenyediakan modal unluk membiayai investasi dan modal
(erja. '

Viodal: yang diselor pada awal pendirian Keperasi Jasa “euangan Syariah
embentukan Unil Jasa Keuangan Syariah  disehul medal dizelor Besarnya modazl
litetapkan sekurang-kurangnya sehagai berikul :

3, Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta ‘rupiah) untuk Hoperasi Jasa Keuangan
Syariah/Unil Jasa Keuangan Syariah Koperasi Prirmar

)., Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

juta rupiah) unluk Koperasi Ja
Syariah/Unil Jasa Keuangan Syariah Moperasi Sckunder, :

L]
ol

lKeuangan

Miodal yang diselor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Svariah dapat
Derupa simpanan pokek, simpanan wajit dan dapat diizmbah dengan hibah modal
senyertaan dan simpanan pokok kKhusus, -

Modal disetor pada Unit Jasa Keuangan Syarizh Koperasi berupa modal tetap vang
dipisahkan dari harla kekayaan koperasi yang bhersangkulan,

Modal disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syarah/Unit Jasa
iKeuangan Syariah tidak boleh berkurang jumlahnya,

[Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unil Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang
belum ‘memenuhi persyaratan- minimal modal diseter tidak dapat disahkan gleh
Felabat.
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1)

BAS VI
F’RDDL.IIQ DAR .'_AYA[H'AN

Bagian Perlama
Tabungan dan Simpanan

Pasal 22
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unil Jasa Keuangan Syari
dana darj anggota; calon anggola, koperasi lain
bentuk tabungan dan simpanan_berjangka.

alt dapat menghimpun
nya, can alau anggolanya dalam

Tabungan dan simpanan memungkinkan untulk dikembangkan Yang esensinya tidak
menyimpang dari Prinsip wadiah dan mudharabah sesyai dengan kepentingan dan
manfaat yang INgin dipercleh, selama tidak bertenlangan dengan syariah Yang

berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariahy Dewan Syariah Masional Majelis Ulama
Indonesia. _ ;

Perhitungan bagi hasil'untuk Tabungan dan Simpanan Eerjangka sesuai pola bagj
hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribue Pendapatan, ' N
Penetapar} distribusi pendapatan diperoleh gz Perhiiungan saldg rata-rata
perklasifikasi dang dibagi total saldo rata.rats seluruh klasifikasi dana, dikalikan
dengan komponen Pendapatan dikalikan nisbah bagi hasj) ‘masing masing produk
tabungan / simpanan berangka. yang | dibagikan, szhagaimana :

‘

perhilungan pada lampiran 1 Kepulusan ini.

Contah

Bagian Kedug
Fembiayaan

Pasal 23

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan =Yariah menyediakan
layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut - :

Pembiayaan Mudharabah:
Pembiayaan Musyarakah:
Piutang Murabahah:
Piutang salam;

Piutang istisna-

Piutang ijarah:

Qardh,

P00 oo

Persyara‘an, tala carz 020 adminisirasi Pehyelenggarazn nelayvanan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan febagaimana contoh pada
lampiran 2 Keputusan ini. ' : :

.Pengembangan layanan' pembiayaan dalam benluk lain, dimungkinkan ‘5epanjang

tidak berleratangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah vang.jela
serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Svariah Nasion_ﬁl Majelis Ujanpfg
Indonesia,
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Bagian Keliga

giatan Maal Koperasi Jasa IKeuvangan Svarah/Unit Jasa

Keuangan Syariah

Pasal 24

Jassg Keuangan Syariahf-!_{r‘li! Jasa
pemblayaan atay tamwil, dapat men

Kevangan Syariah  salaip menjalankan
ulan dan Penvaluran dana Zakal, inf

jalankan kegialan ‘maal'|, dan atay Kegiatan
€49, dan Sodagan (Z18), termasuk wakaf

Bagian Keempat
Frinsip Kerahasizan

Pasal 25
"
rasi Jasa Keuangan Syariah/Unit
elenggarakan kegiatan m
khusus bidang maal.

Jasa  Keus ngan  Svariah.

Yang
aal harus dikelola dan disupervisi clel penan

ggung

asi Jasg Keuangan Syariah/Unit Jasa Keu
an maal wajib memisahka
an maahnya_ dengan kegiata

angan Syariah Yang
N sistem administrasi dan
N pembiavaan lamwil'nya

menjalankan
laporan keuzngan
lan bidang maa Rarus mengacy

pada peratue
lolaan Zakat Infag, dan Soc

AN can J}erur}dang-undan;aﬁ
tagoh (Z15),

- hal terjadi Kkesulitan Rpengelalaan baik kare
maka kegiatan maal g

Unit Jasa Meuangan Syariah
2uangan Syariah/Unil

na aspek teknis maupun aspek
rus dipisahkan dari kKegiatan Koperasi Jaza Keuangan

. Gan dikelola melaiy, lembaga di luar Koperasi
Jasa Keuvangan Syariah,

Pasal 25

menjaga Kerahasiaan dala kKeuangan anggola,
euangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) wajis merahasiakan segala
! yang berhubungan_.dengan Tabungan, Simpanen Be:_iangl-;a masing-masing
pan serta Pembfayaanmjutang yang diberikan kepada pihak ketiga dan

anggola secars individu, kecual Y909 diperlukan Uetule
gan proses peradilan dan perpajakan, ;

maka pengelola (Koperasi

dalam  |hal

ada permintaan untuk mendapatkan informiasi Mengenai simpanan
<a dan tabungan, misainya yang diajukan olepy Pimpinan Inslansi Yarig
ari proses peradilan atauv perpzjakan, mai

fa permintaan dersebyt diajukan
Pejabal Instangi Yang membidangi Koperasi

dan Usaha Kegl 'T?«m
ah yang berwenang memberikan Ppengesahan akla pendifian dan perubafan

N dasar koperasi, /
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BAB IX
PENGENDALIAN RESIKO

Paszl 27

ngelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syarfa'i"u“LJr:it Jasa Keuan
3jib memperhatikan aZas-azas dan penq
nsip-prinsip kehat;

gan Syariah Syarlzh
-halian.serta Pembiaya
ng beriaku, .

1hlayan yang sehat, dan menerapkan
an vang benar Sesuai dengan ketentuan

nilaian atas kemampuan dan Kesanggupan anggctalcalon anggota yang dibiayai
UK melunasi kéwajibannya sesya

dengan Yang  diperjanjikan wajib
mpertirnbangkan watak, kemampuan

» modal, zgunan dan_pmspek uszha dasj
gota/ talon anggota. : ' '

erasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa levangan Svyariah
nan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih da
yakan kemampuan anggotalcalon anggota dala

hulu telah diketahui
‘ai dengan encana Pemanfaalan yang dis

M mengembalikan kewajibar.nya
2pakali

nNan sebagaimana dima
usaha yang dibiay
INgguUpan tanggung

ksud dalam ayal (1) dapat Lerupa b
ai oleh Fembiayaan 7ang bersangkuy
enteng diantara anggola atas g

drang atau hak tagih
tan alauy pPermnyataan
cgala kewajibann}’a.

an berupa barang bisa diatiur dengan kelenlua

) berada pada gnggotalcalon a

N barang tersebul Secara
anggota, o

fisik

BRI
KELEBIFAN DANA

Pasal 29

terdapat He.lebihan dana
pembiayaan dan alay p

yang telah dihimpunsetalah meiaksanhkan kegiatan
asa Keuangan Syariah

iutang jual beli, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah
wajib menempatkan kelebinan dana tersebut dalam

deposito, dan tabungan pada Bank Syariah, alau Banlc!l_&mbaga Keuangan
a jika Bank Syariah selempat tidak ada:

1gan dan atay simpanan berjangka pada Koperasi Jasa Keuangan S};E‘a‘réh
a; '

4

dapat meneta pkan -
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-

Jika  penempatan dilakukan pada lembaga Keuzngan nen-syariah, maka
pendapatan Yang diperoleh darf aklivitas penyimpanan lersebut hanys dibukukan
secara terpisah sebagai Pendapaian non bagi hasil { ron syariah ) pada rekening
pasiva dan Penggunaan dana non-bagi hasil tersebut dipuluskan olen Rapat
Anggota setelaly 'rnendapat Perselijuan dewan Pengawas Syariah, atay diatyr
dalam anggaran gasa- keperasi: '

Investasi diluar huruf a dan b dapal dilakukan sepanjan
prinsip Syariah dan ‘elah mendapat Perselujuan dari ra
tersebut menanggung resiko yang cukup tingal,

g lidak menyimpang dari
Pal anggota jika investasi

BEAR X
FEN D|."Jf-"-f1|\|

Pasal 30

vajiban Pembinnar1 Terhadap Kopearas Jasa Keuangan Svariah/Unit Jasa Keu

angan
irialy dilakukan olel; -

Pemerintah;
Dewan Pengawas Syariah

Fasal 3
bat pemearintan yang berlanggungjawat dalam hidang Perkoperasian Mmelaksanakan
wanaan'terhadap Kopearasi Jasa Keuangan Syarialy dan Unit Jagg I<r'_+n_-:1hgar| Syarman

2rasi sebagai barilut :

Memantauy RPerkembangan Koperasi Jasa Kevangan Syariah dan Unit Jasa
Keuvangan Syariah Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperas)
Jasa Keuangan Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syarialy Kaperasi yang
lmrsangf:uian;

L Ty

maupun usahanya, termasuk. pelaksanaan pragram: pembinaan anggota sesygi
Standar Operasional Prosedur (SCP) Koperasi Jasa Keuvangan Syariah dan Uni
Jasa Keuanqan Syariah -

Melakukan Pemeriksaan secara menyeluruly balk Yang menyangkut organisasi

Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Jass Keuangan Syariah dgan Unit Jasa
Leuangan Svariah Sesuai standar kesehatan Pola bagi Hasil (Syariah).

Pasal 32
n Pangurusﬁﬂyarlah berlugas melakukan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan usaha

asl Jasa Keuangan Syariah ( Unil Jasa Keuangan S',raru_ah berdasarkan prir}sip-
) syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejadat.
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1) -Koperasj Jasa Keuangan Syériah dan Unit Jasg Keuan

terakhir pada Periode Yang bersangkutan,

“Zakat, Infag,. Sadagah, serls wakaf {Z;SWAFJ, Melengkapi

BAB Xl
LARPOR AN KEUANGALY '

~ Bagian Pertama
J{ewajiba_n_ Laporan Keuangan

Pasal 23

9an Syariah Kepéras
melalul koperasj yang bersangkutz_m wajib menyampalivan ‘aporan feuangan berkala
kepada Fejabat yang berwenar:-g memberikan PEngesahan akig “endirian dan
pPerubzhan dnggaran dasar Koperasi yang bersangkulan,

‘Lapor:n kKeuangan berkala terdir dari ;
! ¥

4. Lapeoran Trivulan: >
Laporan Tahunan,

Laporan triwulanan disampaikan seramba:-raﬁﬂba:nya 30 (liga PUIUR) hari sejzk bulan

Laporan tahunan disamipaikan selambai-lambatrwa 2 (lima) bulan Sejak periode
tahunan jtu Derakhir, dengan ketentuan bagi Koperasi Jasa Keuarigan Syarialy / Unjt
Jasa Hﬁi,eu:aragan‘ﬂyariah yang telah wajip audil, maka faporan Yang disampaikan
adalah'laporan hasjl audit eksternal, : :

Laporan Tahunan Koperasi Jasa ‘Kevangan Syarian can Unit Jasa Keuanga;
Syariah Koperasi terdiri dari MNeraca sebagzimana contoh llustrasi Neraca [ada
lampiran 3 dan 4, Perhitungan Hasil Usaha SeDagaimana conich padz lamairan 5,
Laporan Arus Kasg sebagalmana conton Pada lampiran 6 dan T

Koperasi Jasa KKeuangan Syariah dan Unil Jasa “euangan Syariah yang
menjalankan kegiatan maal, Wajib membuit laporan P&nerimaan dan distribusi dana

_ “lapaoran Keuangan
sebagaimana-dlmaksud pPada ayats. -

Perlakuan akuntansi ¥ang menyangkut Pengakuan Pengukuran, Penyajian dan
Pengungkapan selurul Perkiraan dilakukan berdasarkan Prinsip akuntamsi Syariah
yang berlaku umum, ;

Bagian Kedus
Benluk dan Penyajian Laparan Keuangan

Pasal 34
Laporan “euangan lahunan disajikan dengan membandingkan Keadaan keuangan
antara tahun berjalan dengan lahun scbelumnya secara Kemparatif datam 2 (dua)

tahun buxu terakhir, keecual bagi Koperasi Jasa Keuangan Yariah/Unit Jasa
Keuangan Syarjah yang belum memiliki laporan periode sebe};’q va,

"

e


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

)

Penyajian Pos Akliva dap Kewajiban dalam Neraca Koperasi Jasa Keuangan
Syariah  dan Unit Jasa Keuangan Syariah Roperasi disusun Menurut tingkat

tikuiditas dan jatuh tempc}nya, sebagaimana contoh llustras; Neraca pada lampiran 2
dan 4 Keputusan in. :

Laporan PE.-'hl'tungan Hasil Usaha operasi Jasa Keuangan Syarialy dan Unit Jasa
Keuangan Siyariah Koperasi menggambarkan Pendapalan dan beban Yang berzsal
dari keglatan utama Koperas Jasa Keuangan Syarian dan Unit Jaga Keuangan

Syariah, dan kegiatan lainnya, sebagaimana contoh Perhf:ungan Hasii Usaha pada
lampiran 5 Keputusan ini.

Catatan atas rapl:ir._zn keuangan-'mcnyajjkan inr;:-rmasi Yang memua: kebijakan
akuntansi, Yaitu Hebi}akan-kebi}akan dibidang akuntansi dalam fangka penyusunan
laporan keuangan yang menetapkan hal-ha| sebagai beriky: - :

a, kKebijakan PFemberian pemibiavaan dan piutang Penjualan:

b.  klasifikas alas Pembiayaan dan piutang Penjualan: .

c kebijakan Penyisihan, taksiran pembiayaan dan plutang Penjualan Yang tidak
dapat ditagih:.

d.  harga perolahan aktiva tetap lermasuk kebijakan Penyusulas:

- kebijakan biaya termasuk Kapitalisasi: _

[.  kebijakan cadangan sesyaj dengan pasal 45 Undang=Undang Nemor 25 Tapun
1992 danp Cadangan tujuan khusus yang ditetapkan olen Rapat Anggota,

aporan disampailkan kepada Pejabat Yang memberikan Pengesahan akia Pendirian
an perubahan dnggaran dasar Koperasi dj lempal kedudukan koperasi Yarg
‘ersanghkutan, dalam jangka walkty sebanaimang cimaksy Pasal 33 ayal {4},

Bagian Keliga
Audit

Pasal 25

udit waijib dfl'akukar'a Pada Koperasi Jasa Keuangan SyariahﬁUnfi’Jasa Keuangan
variah yang telah mempunyal jumlalh volume Pembiayaan-dan pittang dalam 1
atu) tahun paling sedikit Rp.T.G-&G.DGG.UGO,DD (salu miliar rupiah)

udit‘harus dilakukan cloh Akuntan Publik alau Kaoperasi Jasa Audit

‘perasi Jasa Keuvangan Syariah/Unil Jasa Keuangan Syariah yang belum waljily
idit menurut kelenluan ayal {1}, melakukan Remanksaan laporan kKoeuangan yang
akukan oleh audil internal, alau Pengawas, dan alay Pelugas khusys yang telah
etapkan sesupj Kebijakon kaporasi yang bersanghuian. -

isil audit diﬁmwpaik:m dalam Rapa: Anggola.
lain disampaikan dalam Rapat Anggeta, hasil audi| divmumkan kepads anggoia
0. atau umum melalul RPaEpan  pengumuman pada  kanter keperasi Ve {g
rsangkutan.atau mass media, ‘ ;

§
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(2)  Untuk Mmenjadi Pejalag Penitai kes

(1)

(1)

Bagian iKeempat
Penilalan Kesehatan

. Fasal 36

Penilalan Kesehatan terhadap Koperasi Jass Keuangan Syariah  dap Unit Jasa
Keuangan Svariah dllakukan oleh Peiugas penjlaj kKesehalan Moperas;
Syariah dan Uinit Jasa Keyzn

h Keuzngan
Gan Svariah yang memenghj syarat darj Kantor
!<uperasf, dan Usaha I<aeil da

N Menengah baik ¢ linekat FPusat, Provinsif{:ﬁr, tdan
Habupatenﬂ{o_ta. :

chatan Koperagi Jasa Kevangan Syariah dan Unit
jasa Keuangan Syariah harus memeonyhi Persyaratan sSebagaj berikyt -
4. Pegawaj Negeri Sipil (PNS):
b. berpenctrmkar‘: serendaﬁ—rendahnya Sariana Mudg atau yang Sederaja:
] ikuti i an Praktek) tentang lembaga
Keuangah Syariah, Yang dibuktikan dengan sertifik [

2l yang dikeluarka oleh
H’ememerl‘aﬂ Negara Koperasj dan Usaha Kecil dan Menengahi

Penetapan Pejabat Penilaj Kesehatan Koperasi Jaza Keuangan Syariah Unit
Jasa Keuangan Syariah diatur sebagai beriky: -

a, Pejabat Penilaj Kesehatan Pada lingkas
ementerian Koperasj dan Usana

Pusat dietapkan aleh Pejabat eselon |
Jawahb terhaciap Pengawasan Kegial

Hecil dap hfie.-rmngarr yang benanggung-
an L.|||1,"J;J.r1-,"|.-|',,;1r1'|,

b. Pejabat Panilai Kesehatan IKopern s dnga Keuangan E.‘yaﬂah.fum! Jasa
i'{cuangnn Syarian pacia linokat Provinsit dielapkan olah Kepala lstans;

yang Mmembidangi Koperas; lingkat Prepinsiioy:

c, Pajabat Penila F{r_w:ac*h:ﬁnn r{u:u‘mgar'. Syar:ahr’um: Jasa
Keuangan Syariap Padan

lingkat h;‘thu[mlu::r:.*lu_::u Uitetapkan cleh Kepala
Instans yang mmrnbidangl koperas, lingka: Hal.nu;;at-enfkota s2tempat,

Keperas Jasn

Petunjuk pmraksanaan Penllaian Kesehatan Koperasgi Jasa rCt'_-uangzlh Syarlah dan
Unit Jusa Keuangan Syariah Koperasi diayr lersendir dengan

J{e,':uutuﬁan Mentar
Negara Koperasi dan Usaha Kecll dan Menangah

BAB X
SANKS)

Pasal a4

Koperas Jasa Keuangan Syariah dan Unil Jasa Keuangan Syariah +{crp:9fasi yang
terlambat dap atau tidal Menyampaikan laparan kx_—:uangaq berkala iriwulang,
kepada Pejabat !mparasi, sebagaimang dimaksuag Pasal a3 ayat (3) mkena‘/.‘.!'m
sanksi sebagai Berilul -

/‘
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a. Koperasj Jasa Keuvangan Syariah/Unijl Jasa feuangan Syariah yah'g terlambazt.
Menyampaikan laporan trivwulan dalam jangka wakly 1 (salu) bulan dari Jadwa|
yang ditentukan uhtuk menyampaikan faporan, dikenakan leguran tertulis:

b, Koperasi Jasa-}{euangan_Syariahfu.ﬁil Jasa Keuangan Syariah Yang terlarnbzt
menyampaikan 1aporan {riwulan Calam jangks wakiu 2 (dua) b

Ulan dari jadv/a)
yarg ditentukan untuk menyampaikan taporan, dikenakan leguran tertulis
kedua: :

G. f'{o;ﬁerasf Jasa Keuangan Syariah/Uni| Jasa Keuvangan Syariah Yang terlambat
3 (tiga) kali berurut-turut menyampaikan laporan dalam Jangka wakty 1 (satu)
tahun buky, tingkat kesehatannya dilurunkan saly lingkat: ‘

d.  Koperasi Jasa Keuangan Syariah/lnit Jasa Keuangan Syarial yang ferlampba:
4 (empat) kalj berturdt-lurut Menyampaikan faporan dalam .jangka waktu 1
(satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian lidak sehat: ~

€. Koperas| Jasa Keuangan Syariah/Unil Jasa Keuangan Slyarl'ai‘j ¥ang sama
sekall tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triveulan,
hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi Penilaian tigak sehat,

(2) Koperasi‘Jasa Keuangan Syariall dan Unit Jasa Keuangan Syaria

N Koperasi Yang
terlambat . atay tidak Menyampatkan laporan keuangun labiunan kepada Pejabat
Koperasj sebugaimana dimaksud dalam . pasal 32 ayal (4)- dikenakan sanksj
“administras| sebagai berikyt - . :

a. Hfoper'asi Jasa Kevangan Syariah/Unit Jasa Kevangan Syariak” yYang lerlambz:
menyampaikan laporan tahunan lebih dari 5 buian Sejak futup buky dikenakan
peringatan terlulis: ; :

b. ‘I{operasi Jasa Keuangan Syariah/Unil Jasa euangan Syariah yang tidalc
'!menyampaikan laparan lanunan, lebih dar - (salu ) tahup, dikenakan sanksi
penllaian tidak sehat: )

'Knperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Yang tidak
menyampaikan laperan tahunan selama 2 (dua) lahun berturut-turyt, dikenakan
‘sanksi Pembubaran Koperas| Jass Kevangan Syariah alav pembatalan
Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memilikj L_Jnit Jasg

Keuangan Syariah,

i

Pasal 39

(operasi Jasa Keuvangan Syariah dan Unil Jasa Reuangan Syarial Fﬁeperasilyang lel_ah_
nempunyai volume pPembiayaan dan piuiangl dalam .1 {;atu} tahulj paling ‘sedikit
p. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi belurn diaudit oleh Arkuman Publik g,bau
\bperasi Jasa Audit di]cenakaqlsanksj gdministresi berupa PENUrUNan lingkat kes? n,

1

;e
"-—
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Fasal 40

.  Ke 2 Keuangan Syariah Koperasi yang
tidak memberikar, Kesempatan kepada Pejapay Pemeriksa untuk memeriksa buky

lidak memberikan'hanluan yang
mempergtal Kebenaran dari segala

Koperasi Jasa
Syarial; . dikenakan sanksj berupa-

diperlukar - ofeh Pemeriksa dalam rangka
keferangan, dokumen dan Penjelasan yang Cilaporkan ciah
Keuangar, Syariah dan Unit Jasa Keuvangan

Penghentian sementara jin Kegiatan Usahanya,
Kc:perasl._}'nng melaksanakan kegiatan Pembiayvaan Pela bagi hasil (Syariah) tanpa
ijin, dikenakan Sanksi  administrgsi berupa Penghentian £ementara Eegia!an
usaharry_a sampai dengan Proses pengesahan 1Zin usa hanyz dipenuhi.

el

“operasi Jasa Keuangan Svariah VAYS akla
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44 CEUR TR T T R TR N |~r'-r||_|-.-1

nit Jasa Keuangan Syariah Yang perubahan dngcgaran dasar koperasj telah
sahkan oleh Pejabat Yang berwenang, Apabila dalam wak|y 2 (duz) tahyn belum
elakikan kegiatan Usaha, dikenakan sanksi pembalalan Pengesahan perubahar,
'agaran dasar Koperasi,

Pasal 42

themenang membusarkan Koperasi Jasq Kevangan Syardialy atau kop
nyai Unit Jasa f(eualngan Syariah jika Roperasi yang bersangky
N Dewan Pengawas ‘Syariah telah terbuky melangg
Inakan kagiatan Usahanya, '

erasi yang
tan, berdasarkan
ar prinsip-prins:‘p syariah dalam

Pasal 43

perasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah ¥ang dikenakan
ksi sebagalmana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dapat diumumkan oleh
jabat secara terbuka dalam'surat kabar harian atay mingguan.,

abat wajib mencatat Nama-nama PFengurus dan Manajer Koperasl Jasa
Liangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang lelah dikenakan - sanks;
agaimana dimaksud Pasal 38, 38, 40.dan 41, dajam daftar khuaﬁ yang
eﬁfak:ar'u_.ﬁuntuk keperiuan lersebul,
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; BAB XIV
PEMEUBARAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / .
. UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Bagian Pertama
Pembubaran Oleh Anggota

Fasal 44

Koperas! Jasa Keuan;gan Syariah
Keputusan Rapat Anggota sesuai
Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

dapat dibubarkan oleh anggota berdasarkan
dengan ketenlvan’ Undang-Undang Nomor 25

Pembubaran Koperasi Sya'riah cleh anggola, dilaksanakan melalui tata cara

sebagal berikut : <

a. HKoperasi Jasa Keuangan S yariah menyelenggarakan
pembubaran kopmram yang anlera lain menetapkan kuasa Ra
membentuk Tim Penyelésaian yang bertan
Anggota;

Ra;ﬁat Anggota
pat Anggota dan
ggungjcwhb.kepada kuasa Rapat

-

b. {uasa Rapal Anggota memberilahukan repulusan pembubaran
tersebut secara lerulis kepada semua kredilor dan |ns
Pembinaan Koperasi;

Koperasi
lansi yang membidanai

G Kreditor dan Pemerintah bearhak mengajukan keberatan terhadap rencana
pembubaran koperasi dalam jangka waklu 2 {dua) bulan sejak tangaa!
diterimanya pemberitahuan  dari  kuasa Ro el Anggeta  dan’ selama
pemberitahuan pembubaran koperasi tersebul be'um diterima oleh pemerintah
dan kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku;

d. Kuasa Rapat Anggcta mengeluarkan keputusan lentang diterima  alauy

ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan

sejak tanggal ddenmanyﬁ pernyaiaan kebaralan dari Pemerintah dan ataul
kreditor;
e. Tim - Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan rewajiban  untuk

meanyelesaikan seluruh permasala?‘mn dan hal-hal yang ber kaltah dengan hak
dan kewajiban l{operam Jasa Keuangan Syariah:

lnstansl yang membidangi koperasi di lempzl kedudukan kooepisi yana

f. Kuasa Rapat Anggota menyampaikan hasil penyslesaian oembuba;;?kepaja
bersangkutan;

7
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